BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1489, 2021 KEMENKOPOLHUKAM. Peta Proses Bisnis.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PETA PROSES BISNIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan koordinasi,
sinkronisasi, dan  pengendalian kebijakan oleh
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, perlu dilakukan upaya peningkatan
efektifitas, efisiensi, dan produktifitas pelaksanaan tugas
dan fungsi di Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 271 ayat (2)
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan, perlu disusun peta proses bisnis
di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;
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Mengingat

Menetapkan

—_

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan tentang Peta Proses Bisnis di
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 159);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
411);

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA PROSES BISNIS

DI

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK,

HUKUM, DAN KEAMANAN.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud

dengan:

1.

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan
hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran
yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah
Input menjadi Keluaran (Output).

Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam
suatu proses.

Keluaran (Output) adalah sumber daya yang dihasilkan
dari suatu proses.

Kementerian Koordinator adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam
penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum,

dan keamanan.

Menteri Koordinator adalah Menteri yang
menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian urusan kementerian dalam

penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum,

dan keamanan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis yang diatur dalam Peraturan Menteri

Koordinator ini merupakan Peta Proses Bisnis antarunit

organisasi di Kementerian Koordinator.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis disusun dengan memenuhi prinsip

sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Pasal 4
Peta Proses Bisnis disusun dengan mengacu pada:
a. intensi strategis organisasi;
b. dokumen rencana strategis organisasi;
c. dokumen tugas dan fungsi organisasi; dan
d. dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan
keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku

kepentingan.

Pasal 5
Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
digunakan untuk:
a. instrumen evaluasi dan penataan organisasi; dan
b. penyusunan dan penyempurnaan standar operasional

prosedur.

Pasal 6
(1) Peta Proses Bisnis terdiri atas:
a. peta proses;
b. peta subproses;
c. peta relasi; dan
d. peta lintas fungsi.
(2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 7
Peta proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a memuat seluruh proses bisnis Kementerian
Koordinator yang terdiri atas:
a. proses bisnis utama
b. proses bisnis manajerial; dan

c. proses bisnis pendukung.

Pasal 8
(1) Peta subproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari



(2)

(1)

(2)
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peta proses.
Peta subproses menggambarkan peta proses yang
dilakukan oleh wunit organisasi dan keterhubungan

antara satu proses dengan proses lainnya.

Pasal 9

Peta relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf ¢ merupakan peta yang menggambarkan dan
menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam
setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses
Bisnis.

Peta relasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk memahami peranan setiap unit
organisasi dalam mengerjakan suatu proses sehingga

tercapai Keluaran (Output) yang ditentukan.

Pasal 10

Peta lintas fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf d merupakan peta yang menggambarkan rangkaian

kerja lintas unit organisasi yang saling berhubungan dan

membentuk suatu proses kerja.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 11
Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis
dilaksanakan oleh unit organisasi di Kementerian
Koordinator.
Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja di Sekretariat
Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan tugas
dan fungsi di bidang penataan organisasi dan
ketatalaksanaan.
Pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling
sedikit 1 (satu) tahun sekali.
Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
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(5)

(6)

aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dapat menjadi dasar perbaikan dan
peningkatan Peta Proses Bisnis.

Selain berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perbaikan dan
peningkatan Peta Proses Bisnis dapat dilakukan
berdasarkan usulan atau inisiatif perubahan dari unit

organisasi di Kementerian Koordinator.

Pasal 12

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG  POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

PETA PROSES BISNIS DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN

Peta Proses Bisnis di Kementerian Koordinator terdiri atas:
a.  peta proses;

b. peta subproses;

c. petarelasi; dan

d. petalintas fungsi.

www.peraturan.go.id



2021, No.1489

PETA PROSES

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

POLHUKAM-06 POLHUKAM-07
Pengelolaan Program, Pengawasan dan
Anggaran, dan Akuntabilitas
Keuangan Kinerja
4
b PROSES MANAJERIAL
KL POLHUKAM-01 LHUKAM S—— | Sooediai
3 -8 Rekosendaal 1
”....ﬂ“-h [ Kebupmians | Fenguatan Penguatan Optimalisasi Svn:ommx»:.oa AH_! Rk _J g
e repatani/ i ) Konsolidasi Kebijakan Luar :
3 L] stewtens Demnalcrass Negeri Hukum Nasional A gi_..nitra_.s r :
, ; krbijakun K/L lain 7
K/L lain | -
5 . 2 .
POLHUKAM-04 POLHUKAM-05 ]
Penguatan Reformasi Penguatan Stabilitas
Kelembagaan Birokrasi Keamanan Nasional o .
OE&O-.\ | i x.—”a.il“:l:
| pesmin | Stakeholder/
Masyasang PROSES UTAMA 1 Jﬁm\ | Masyarakat
- POLHUKAM-08 LHUKAM POLHUKAM-10 POLHUEKAM-11
ity 7 Pengelolaan TIK, vo—.o n_o_bp.%o Pengelolaan Produk Pengelolaan
pénsea. | Publikasi dan o :E_“w dan SDM Hukum, Advokasi Administrasi
_...?..i“ 7 Komunikasi Publik Hukum, dan Kerjasama Umum

www.peraturan.go.id



POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan

-10-

PETA SUBPROSES
POLHUKAM-01 "Penguatan Konsolidasi Demokrasi"

_'A_ Dudeangan Program, Anggarmn,
| dan Keuanigan

Kebijakan/
reguiasi /isu strategs

Proses Bisnis

Pendukung —
POLHUKAM 08-11 |

2021, No.1489

www.peraturan.go.id

. POLHUKAM-07
Data, Informasi, & Pelaporan I Vnﬂmﬁiﬂwb—a dan
Akuntabilitas Kinerja
. Hencuns Kerju & Anjggsran “
POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan
POLHUKAM-01.01 POLHUKAM-01.02
Penataan Lembaga Penguatan Kesetaraan dan
Demokrasi Kebebasan St || Proses Bisnis Utama
| lmtemal | POLHUKAM 01-05
POLHUKAM-01.05 K/L
v—.O.EdE.oPoo Penguatan Harmoni dan Rekamenitssl > uoo_.n\_n-o_
eningkatan Kualitas Kerukunan Umat Kebijakan
Informasi Publik Bera
gama Pengendaksn
Pelakaanaan *
lv, K/L lain
POLHUKAM-01.04
Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan
Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, POLHUKAM-08
dan Bela Negara Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
Komunikasi Publik
r Materi Pubt }
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TABEL PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP PROSES UTAMA

Peta Proses Kode Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode
Penguatan Konsolidasi vo_._.__d_sz.c_ Penataan Lembaga POLHUKAM- [Menyusun Agenda POLHUKAM-
Demokrasi Demokrasi 01.01 Rekomendasi Kebijakan 01.01.PLF.01

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.01,PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.01.PLF.03
Melaksanakan Rekomendasi |[POLHUKAM-
Kebijakan 01.01.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.01.PLF.05
Penguatan Kesetaraan dan | POLHUKAM- |[Menyusun Agenda POLHUKAM-
Kebebasan 01.02 Rekomendasi Kebijakan 01.02.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.02.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.02.PLF.03

www.peraturan.go.id
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-13-

Peta Proses Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode

Melaksanakan Rekomendasi  |POLHUKAM-
Kebijakan 01.02.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.02.PLF.05

Peningkatan Kualitas POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-

Informasi Publik 01.03 Rekomendasi Kebijakan 01.03.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.03.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.03.PLF.03
Melaksanakan Rekomendasi (POLHUKAM-
Kebijakan 01.03.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.03.PLF.05

Pembinaan ldeologi POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-

Pancasila, Pendidikan 01.04 Rekomendasi Kebijakan 01.04 PLF.O1

Kewarganegaraan,

Wawasan Kebangsaan,

dan Bela Negara
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 01.04 PLF.02

www.peraturan.go.id
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Peta Proses Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 01.04.PLF.03

Melaksanakan Rekomendasi |POLHUKAM-

Kebijakan 01.04.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 01.04.PLF.05

Penguatan Harmoni dan POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-

Kerukunan Umat 01.05 Rekomendasi Kebijakan 01.05.PLF.01
Beragama

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 01.05.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 01.05.PLF.03

Melaksanakan Rekomendasi |POLHUKAM-

Kebijokan 01.05.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 01.05.PLF.05

www.peraturan.go.id
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-15-

PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.01.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penataan Lembaga Demokrasi”

Menten
Koordinator

=

/E..:

Ya

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:
Kedeputian
Kemenko
Polhukam

Staf Ahli

Koordinasi
pembahasan
internal terkait isu-
isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Eksternal:

Kemendagri
Kemenkum HAM

Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI

KPU /Bawaslu/ KY

BIN
BPs

K/L lain

Penelaahan setting
agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.01.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penataan Lembaga Demokrasi®

Menctapkan

rumusan
rekomendasi
kebjjakan

Kemenko Polhukam

Staf Ahl

Eksternal
Kemendagri
Kemenkum HAM

Kemeniu
Happenas
MA/MK
TNI/POLRI
KPU /Bawashi/ KY
BIN
RPS

K/L lain

Menten

Koordinator 4 Tidax /m..

D i BidK Merumuskan tujuan, vmawd,wc:g _.nnoa.m:

_Mm.upp _w r.o3 sasaran, dan ruang hasil koordinasi
itik Dalam : < internal
Negeri __:Sr_ﬁm_rsin::na. Koordi i internal

terkait penentuan
fokus dan
Internal: alternatif solusi
Kedeputian

Penelaahan fokus
dan alternatif
solusi dalam

rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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-17-

PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.01.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan “"Penataan Lembaga Demokrasi"

Menteri
Koordinator

Tidak

Ya

—

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

Internal:
Kedeputian
Kemenka
Polhukam

Staf Ahll

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Eksternal:

Kemendagrn
Kemenkum HAM

Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI
KPU/Bawasiu/ XY
HIN

BpPS

K/L lain

-

Menerbitkan
produk
rekomendasik

Melaksanakan wji
publik rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.01.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penataan Lembaga Demokrasi”

Menteri

KPU /Bawaslu/ KY

BIN
B8PS

K/L lain

Koordinator A_I Tidak é e
Deputi BidKoor Mentrasformasikan Menyusun
Politik Dalam produk rekomendasi indikator dan
Negeri Kebijakan dalam ukuran capaian
program dan kegiatan kinerja
Internal:
Kedeputian
Kemenko Polhukam
\!
m.l. A Merumuskan
nre i asumsi kendala
Kemendagri dan alternatif
Kemenkum HAM solusi dari
pelaksanaan
Kemenlu kebijakan
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberiakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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-19-

PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.01.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan “Penataan Lembaga Demokrasi”

Menteri
Koordinator

Menctapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

Internal:
Kedeputian
Kemenko
Polhukam

Staf Ahli

Eksternal-
Kemendagri
Kemenioum HAM

Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI
KPU/Bawasiu/ KY
BIN
BPS
K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan

program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.02.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan®

Mentern
Koordinator

ﬁ Tidak

/mu_:._:

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal
Deputl BidKoor
Hukum HAM

Deputi HidKoor
Kesbhang
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Staf Ahli

Koordinasi
pembahasan
internal terkait isu-
isu strategis hasil
invenlarisasi

Menylapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Ekstcrnal:
Kemendagni
Kemenkum HAM
Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI
KPU /Bawaslu/ KY

BIN
Brs

K/L lain

Penelanhan setting
agenda rekomendasi
kebijakan

Ya

Menetapkan

agenda
rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.02.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan®

Menteri
Koordinator

ﬁn Tidak

Menctapkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

Internal:

Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kesbang
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Stal Ahli

Merumuskan tujuan,
easaran. dan rmang
lingkup rekomendasi

kebijakan

1

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
intermal

.

A |

Eksternal:
Kemendagri
Kemenkuam HAM
Kemenlu
Bappenas
MA/MEK
TNI/POLRI
KPU /Bawaslu/ KY
BIN
BPS

K/L lain

Penclaahan fokus
dan alternatif
solusl dalam
rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.02.PLF.03 Menectapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan”

Menteri
Koordinator

ﬁ Tidak

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negeri

-292-

Internal:
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputs BidKoor
Keshang

Deput: BidKoor
Kamubmas

Staf Ahli

Menyosialisasikan
TUmusan
rekomendasi
kebijakan

Eksteroul:

Kemendagri
Kemenkam HAM

Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI

KU fHawaslu/ KY

DIN
Brs
K/L laln

www.peraturan.go.id

Melaksanakan uji
publik rumusan

rekomendasi
Kebijakan
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-23-

PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.02.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan”

Menteri
Koordinator

=

Setuju

Deputi BidKoor
Politik Dalam
Negen

internal:

Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kesbang
Deputi BidKoar
Kamuibmas

Staf Ahli

Mentrasformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan Kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

[EXsternal:

Kemendagri
Kemenkum HAM

Kemenlu

Bappenas
MA/MK

TNI/POLRI
KPU /Bawaslu/ KY
BIN
BPS
K/L lain

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi dan
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.02.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan®

www.peraturan.go.id

Menetapian

Menteri rekomendasi
Koordinator Tidak Ya perbatkan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor Zmr.-—n:xub.
Politik Dal analisis kinerja
s program

Negeni kebijakan

|internal:

Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kesbang

Deputi BidKoor
Kamtibman

Menyusun

ZnamK.o::ESz SRR

Seaf AbN ke dalam

[Fiesternal: laksanaan
Kemendagri Roﬂ..a Kebijakan E:«.wﬂ%»ﬂﬂwma
Kemenkum HAM
Kemenlu
Bappenas
MA/MK
TNI/POLRI
KPU/Bawaslu) KY

BIN
B8PS
K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.03.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Kualitas Informasi Publik’

Menteri Koordinator

-

g o

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi Kemenko
Polhuksm

Koordinasi
pembahasan

intermal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

Menylapkan agenda
prrumusan
rekomendasi

_25-

Staf Ahll

Eksternal:
Kemenkominfo
KemenPAN RB
Kemendagn
Kemenlu
Bappenas
TNI/Poln
BSSN
BIN
BNPT
KspP
Kip
XM
RRI/TVEI
K/L lain

Peneclaahan serting
agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.03.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Kualitas Informasi Publik®

Menteri Koordinator

ﬁ Tiduk

Menetapkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Merumuskan tujuan,

sasaran, dan ruang

lingkup rekomendasi
kebijakan

Internal:

Deputi Kemenko
Polhuksm

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

T

Stafl Ahli

Eksternal:
Kemenkomimfo
KemenPAN RB
Remendagsi
Kemenlu
Boappenas
TNI/Polri
BSSN
BIN
BNPT
KsP
Kip
KP1
RRI/TVRI

K/L Win

Penelanhan fokus
dan alternatif
solusi dalam
rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.03.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Kualitas Informasi Publik”

Mentert Koordinator

Ya

—

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal

Deputi Kemenko
Polhukaun

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Stal Ahli

Eksternal:
Kemenkominfo
KemenPAN RB
Kemendagri
Kemenlu
Bappenas
TNI/Polrd
HSSN
HIN
BNPT
Ksp
Kip
KPl
RRIJTVRI

K/L lain

™

Menerbitkan produk
rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan wuji

publik rumusan

rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.03 PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Kualitas Informasi Publik”

Menteri Koordinator

hd&r 1@5.1

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capatan
kinerja

Internal:

Deputi Kemenko
Polhukam

Stal Ahli

Eksternal:
Kemenkaminfo
KemenPAN RB
Kemendagn
Kemenlu
Bappenas
TNI/Paln
BSSN
BIN
BNPT
KsP
KIP
KM
RRI/TVRI

K/L lain

Melakukan
koordinasi &
sinkronisani

Meru dengan
asumsi kendala stakeholder dajlam
dan alternatif pemberiakuan

solusi dari kebtjakan
pelaksanaan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.03.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Kualitas Informasi Publik™

Menetapkan

Menteri rekomendasi
Koordinator Tidak Ya =3 perbalkan kinerjs
H program kebijakan

www.peraturan.go.id

i Bi Melakukan
Deputi BidKoor
Komunikasi, analisis kinerja

Informasi, dan program
Aparatur kebijakan

Internal:

Deputi Kemenko
Polhukam

Staf Ahli

-20.

Eksternal:

Kemenkominfo Mengidentifikasi ﬁu..—w...:h:n“

KemenPAN RB xm...:_mﬂ_n- a:n”..s pengukuran
Kemendagn po kinerja & progriam
sy program kebijakan kegiatan
Bappenas
TNI/Polri
BSSN

BIN
BNPT

KSsp

KIP

KFl
RRI/TVRI

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.04 PLF.01 Menyvusun Agenda Rekomendast Kebljakan "Pembinaan ldeologl Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan,

dan Bela Negara”

Menteri
Koordinator

™

Menctapkan
agenda
rekomendasi
leebtjakan

Deputl BidKoor
Kesatuan Bangsa

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi BidKoor
Paldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hanncg

Deputi BidKoor
Kamtiborus

—

Koordinasi
prmbabasan
internal terkait su-
isu strategls hastl
Inventarisasi

Meonyispkan agenda
perumusan
rekomendas!

Staf Ahll

Eksternal:
Kemenko PMK
Kemendagri
Kemhan
Kemenag
Kemendikbudrisrek
Kemenkumham
Komnensos
Kejagung
TNI/POLEL
BIN
oPir
BNFT
Lemhannas
Wantannas

K/L lain

Penelanhan setting
agenda rekomendast

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.04 PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebyjakan "Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan Bela
Negara®

Menetapkan

- rumusan

rekomendast
kebijakan

Menteri Koordinator ﬁ Tudalk /ma.ﬂ_:

Merumuskan tujusn, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dan raang hasil koordinasi -
Kesatuan Bangsa lingkup rekomendasi internal

kebijakan
Koord tnternal +

www.peraturan.go.id

Internal: terkait penentuan _

fokus dan
Deputt _”_M‘.xao—. alternatif solusi

Deputi RidKoor Hukum
HAM

Depuri BidKoor Hanneg

Deputy "u.._xe.n_. Penelaahan fokus

don alternatif

Stuf Al = aolusf dalam

Elsternol: ..an.n.“- tﬂﬁ-“u:ng
rekamendas
xn.tﬂ”n_axo_ PMK kebijakan
Kemban
Kemenag
Kemendikbudristek
Kemenkumham
Kemensos
Kefagung
TNI/POLRI
BIN
BPIP
BNPT
Lemhannas
Wantannas
K/L lain




PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.04.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Pembinaan ldeologl Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan
Bela Negara®

Menctapkan
Menteri Koordinuror Tidak Setuju Yo = vk o
_ kebijakan

N

Deputi BidKoor Menerbitkan produk
Resatmian Bangsa rekomendasi kebijakan

-32-
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Internal: Menyosiali
Deputs HidKoor rumusan
Poldagri rekomendast
Deputi BikKoor kebijukan
Hukum HAM
Depur BidKoor
Hanneg
Deputt BidKoor
Kumtibmas

o Melaksanakan uji
Ekstormal: publik rumusan
Kemenko PMK rekomendasi

Kemondagri kebijakan
Kemhan

Kemenag
Kemendikbudnstek
Kemenkumham
Kemensos
Kejagung
TNI/POLRI
BIN
BPIP
BNPT
Lemhannas
Warnttanruss
K/L lamn

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.04.PLF.04 Mclaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Pembinaan ldeologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan

Kebangsaan, dan Bela Negara®

Menteri Koordinator

ﬁ AW’ v
A

Deput: DidKoor
Kesatuan Bangsa

Mentransformastkan
produk rekomendas:
kebijakan dalam
program dan Kegiatan

Menyvusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

Internal:

Deputl BidKoar
Poldagri
Deputi BidKeor
Hukum HAM
Deputi RidKoar
Hanneg
Deputi BidKoaor
Kurnlibrrs

Staf Al

Fkxternul:
Kemenko PMEK
Kesmendugrn
Kesnhan
Kemenag
Kemendikbudristek
Kemenlounham
Kemenson
Kejogung
TNI/POLRI
BIN
BrLP
BNFT
Lemhannos
Wantanrms

K/L luin

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif

sohasi dart

kebijakan

Melukukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberlalaan
kebljakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.04_PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijukan "Pembinaan ldeologi Pancasila, Pendidikan Kewargnnegaraan, Wawasan Kebangsaan, dan
Bela Negara”

Menetapkan

rekomendani
Mentert Koordinator Tidak ¥n —3 perbaikan kinerfa
H program kebijakan

www.peraturan.go.id
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Deputi BidKoor ﬁh—ﬂﬂ"ﬁ _””“-h.ua
Kesatuan Bangsa rﬂ”ﬂn.l::
Intesnal:
Deputi BidKoor Poldogri
Deputi BidKoor Hukum
HAM >

Deputi BidKoor Hanneg

Depnati BidKoor
Kamtibmas

Menyusun
Staf Ahl 7“...... ”M_M_M:M.IFE_?. instrumen

Eksternal: loksanaan ;
Kemenko PMK _uaﬂn.-.l-: kebijakan _c:ﬂa—n“ S program
Kemendagr gistan
Kemhan
Komenag
Kemendikbudristek
Kemenkumhbam
Kemensos
Kejugunyg
TN/ POLRI
BIiN
Brp
BNPT
Lemhannns

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.05.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “Peniguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama®

Mentert Koordinator

=

Menetapkan agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Kesatuan Bangsa

Menginventarisasi
inu-isu strategis

Koordinasi
ot

Menyiapkan agenda
perumisan
rekomendasi

Internal;
Deputi BidKoor

Deputi BidKoor
Hulaum HAM
Deputl BidKoor
Hanney
Deputi BidKoor
Kamtibman

[—

w:nﬂﬁ..l_ terkadt {su-
isu strategis hasil
inventarisasi

Perel

Staf Ahb

agenda rekomendasi
Yeebiialkan

‘M!!n:‘-.

Ketmenko PMK
Kemendagri

Kemenag
Kemendicbnadristek

Kemensos
Kejagung
TNI/POLRI
BN
BAP
BNPT
Lembunnas
Wantannas
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.05.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama”

www.peraturan.go.id

Menetaploarn
Menteri Koordinator Tdak Setuju Yo = S oo
_ / Ketsignkoun

Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dan ruang hastl koardinas| 1
Kesatuan Bangsa lingkup rekomendasi Internal

kebijakan
Koordinasi internal T

{intemal terkait penentuan |

Deputi BidKoo fokus dun
....u..:ﬁ. g alternatif solusl

Deputi BidKoor Hukum
HAM

Depastl BadKoor Hunney

Deputi BldKoar %
Kamtibmas

Staf Ahll dan alternatif
3, 1 dal

[Excarernal _—
K ko PMK rangka perumusan

Kemendagri kebijakan
Kemban
Kemenag

Kemendikbudristek

Komenkumbham
Kemensos

Kejogung
TNI/POLRL
HIN
B
BNPT
Lemhannas
Wantannas
K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLITUKAM-01.05.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijnkan "Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama”

Menteri Koordinator

Tidak

Yiu

o>

Menetapkan
rekomendasi
kehijakan

Deputt BidKoor
Kesatluan Bangsas

Tnternal-

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKaor
Hukum FIAM
Deputl BidKoor
Hanneg
Deputi BidKaoor
Kumitibimss

Menyosialisasikan
TUmLEAn
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
Kemenko PMK
Kemendagri
Kemhun
Kemenag
Kemendikbuedirisick
Kemenkumhom
Komersos
Kejrpang
TNL/POLRI
BIN
BRIP
BNPT
Lemhmnnas
Wit

K/L lain

.

h

Menerbitkan produk
rekomendasi
Kebijakan

Melaksanakon uji

publik mamusan

rekomendast

kebijnkan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-01.05.PLF .04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama”

Menteri Koordinator
Thehak Yo

Mentransformasikan Menyusun
Deputt BidKoor produk rekomendasi - indikator dan
Kesatunn Bangsa kebijakan dalam ukuran capalan

program dan kegiatan kinerjn

Internal;
Deputi BidKoor Paldagr

Deputi BidKoor Hukum
HAM

Depruti BidKoor Hanneg
Melakukan

Deputi BidKoor koordinasi &

Kamtibrias P i sinkronisasi
erumuskan dengan
Staf Ahl asumsi kendala stakeholder dalam
[Eien T S doan alternatif pemberlakuan
Kemenko PMK solusi dan kebijukan
e pelaksanaoan
Kemendagr! kebljakan
Kembun

Kemenag
Kemendikbudristek
Kemenkumhbam
Kemensos
Kejogung
TN/ POLRL
BN
apip
BNPT
Lembannas
Wantannas

www.peraturan.go.id

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-01.05.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama®

Menteri Koordinator

-

Menetapian rekomendast

perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Kesatuan Bangss

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputl BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hunney
Deputl BidKoor
Kamtibmas

Star Ahll

Eksternal
Kemenko PMK
Kemendagri
Kemban

Kemenag
Kemendikbudristek

Kemenkumham
Kemensos
Keimpang
TR/ POLRI
BIN
B
BNPT
Lemhuannas
Wantannas

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijnkan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerjo & program
keglatan

Melakukan
analisis Kinerja
program
kebijakan

www.peraturan.go.id



POLHUKAM-06

Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan

PETA SUBPROSES

POLHUKAM-02 "Penguatan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri”

-40-

Proses Bisnis [
Pendukung =l
POLHUKAM 08-11

2021, No.1489

e Kebijakas /

POLHUKAM-07
[  Data. Informasi, & Pelag Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja
l Rencana Kerja & Anggaran “
POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan
POLHUKAM-02.01 _—
Penguatan Integritas POLHUKAM-02.02 Kovrdioast & | Proses Bisnis Utama
. Penguatan Kerjasama Sinionisssi |
Wilayah NKRI dan B Baieiiiem Interral POLHUKAM 01-05
Perlindungan WNI di pmntyzt o al
Luar Negeri ,
d K/L
Relomendani . koordinasi
Kebgakan by |
Pengendalian
POLHUKAM-02.03 POLHUKAM-02.04 FY— m .
Peningkatan Citra Peningkatan Peran —>  K/Llain
Positif Indonesia di Indonesia di tingkat . 8
Dunia Internasional Regional dan Global
POLHUKAM-08
Pengelolaan TIK,

I Matert Publikasi

Komunikasi Publik

Publikasi dan

www.peraturan.go.id
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41-

Penguatan Optimalisasi POLHUKAM-02 |Penguatan integritas POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
Kebijukan Luar wilayah NKRI dan 02.01 Rekomendasi Kebijakan 02.01.PLF.01
Negeri perlindungan WNI di luar
negeri
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.01.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.01.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 02.01.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.01.PLF.05
Penguatan kerjasama POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
pembangunan 02.02 Rekomendasi Kebijakan 02.02.PLF.0!
internasional
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.02.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.02.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 02,02.PLF.04
Mengevaluasl Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.02.PLF.05

www.peraturan.go.id
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Peningkatan citra positif POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
Indonesia di dunia 02.03 Rekomendasi Kebijakan 02.03.PLF.01
internasional
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.03.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.03,PLF.03
Melaksanakan Pemantauan  |POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 02.03.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.03.PLF.05
Peningkatan peran POLHUKAM- [Menyusun Agenda POLHUKAM-
Indonesia di tingkat 02.04 Rekomendasi Kebijakan 02.04.PLF.01
regional dan global
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.04,PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.04.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan  |POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 02.04.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 02.04.PLF.05

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.01.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri"

Menteri
Keordinator

Tidalk

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar
Negeri

Menginventarisasi
isu-igu strategis

Internal;

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Staf Ahli

Koordinasi
pembahasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Ekaternal:

Kemenlu

Kemenkum HAM

POLRI
BIN
Kembhan
BNN
BP2MI

K/L lain

Penclaahan setting
agenda rekomendas:

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.01.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri®

Menteri
Koordinator

ﬁ Tidak

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeri

Internal:

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Staf Ahli

Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang
lingkup rekomendasi
kebijakan

1

Koordinasli internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

r s

A— |

Eksternal:

Kemenlu
Kemenkum HAM
POLRI
BIN
Kemhan
BNN
Kemenko PMK
Kemen PPA
BP2MiI
K/L lnin

Penclaahan fokus
dan alternatif
solusi dalam

rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

\mﬁV<nlw

L

N

Menetapkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.01.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri®

Menteri
Koordinator

™ e -

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

l

Deputi BidKoor
Politik Luar
Negeri

|internal:
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Staf Ahl

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijukan

|Eksternal:
Kemenlu
Kemenkum HAM
POLRI
BIN
Kemhan
BNN
Kemenko PMK
Kemen PPA
BP2MI
K/L lain

Menetbitkan
produk
rekomendasi

Melaksanakan uji
publik rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.01 PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri®

Mentert
Koordinator

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeri

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

Internal:

Deputi BidKoor
Hudoum HAM

Stafl Ahli

Eksternal:
Kemenlu
Kemenkum HAM

POLRI
BIN
Kemhan
BNN
Kemenko PMK
Kemen PPA
BP2mI

K/L lain

Merumuskan
nsumsi kendala
dan altematif

solusi dari

pelaksanaan

kebijakan

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberiakuan
kebljakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.01.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Integritas Wilayah NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri”

Hntemnal:
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Staf Ahli

BNN

Kemen PPA
BP2MI

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijukan

v

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Menetupkan
Menteri rekomendasi
Koordinator Tidak Ya =3 perbaikan kinerja
program kebljakan
Melakukan
Deputi BidKoor analisis kinerja
Politik Luar Negeri program
kebijakan

www.peraturan.go.id



-48-

2021, No.1489

PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.02.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional”

Menteri
Koordinator

=

Menctapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar
Negeri

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi BidKoor
Hulcum HAM
Deputl BidKoor
Hanneg
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Deputi BidKoor
Kominfotur

Staf Ahli

Koordinasi
pembahasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Eksternal:
Kemenlu
KemenkumHAM
TNI/POLRI
Kemenko Marvest
Kemenhub
Kemenko PMK
Bappenas

Kemensstneg
K/L lain

Penclaahan setting

agenda

rekomendasi

kehij

www.peraturan.go.id
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PLTA LINTAS FUNGSIL

POLHUKAM-02 02 PLF.02 Merumuskon Rekomendoas: Kebjjakan “Penguatan Ker

Mernteri
Koordinator

Dreprati BadKoor

[

Merumuskan tuuan,
sasaran, dan ruang

Penyusunan laporan
hasil koordinasi

Kemenkum HAM

Kespenko PMK
Kemdikbud
Kemenscineg
Kemenko Marvest
Kemenhub
Keanlsun
KemenPPA
Buppeiuy
TN/ POLRI
BP2MI
KK
B3ESN
mn
BRIN

K/Llaln

Politik Luar Negest lingleup relcomendast
Kebijakan pperna)
Koordinaszi ” N
Internal: internal terkat _
Depals idKonr penentuan
Huknm HAM fakus dan
6 Bid alternatif solusi
Honuey
Depeal: HidKaoor
Kamtihmas
Deputi BidKous Z o)
Kaminfstur
Sumf Al
Exntrenal
Kemenla

Penclaahan fokus
dan alternatis
Aolusi dalam

rangka perumusan
rekomendas
kebijokan

Menctapkan
Tummsan rokomendast
kehigakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM 02,02 PLF.O3 Menetapkan Rekomendast Kebijakan "Penguatan Kerjasama Pembangunan Internastonal”

Menterd Koordinator

=

rekomendas: kebifakan

|

Deputi BidKoor Politik
Luar Negeri

-50-

Internal
Deputl BidKoos Hulown
HAM

Dozt [t Koar Hanneg

Pepast) TdKoar
Kamtibmaos

Depull HidKoar
Kaminfamr

Menyosinlisasikan

TUmusan
rekomendast
kehijakan

Stof Al

2021, No.1489

Elcsternal
Remenlu
Kearenkum HAM
Kemenko PMK
Kemdikbud
Kesnensctacy
Kemenko Maryent
Kemenhub
Kewln
KenenPPA
Bappenan
TNI FOLI
uram
KPK
BESN
BN
ARIN
K/L luin

Menerbitkan produk
rekomendasi Kebijakan

Melskomurinkun uji

publiic ru
rekomendas
kebijakan

www.peraturan.go.id




2021, No.1489

PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.02 PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional”

_51-

www.peraturan.go.id

Menteri Koordinator

h\?_} AV?I&

£

Mentransformasikan Menyusun

Deputi BidKoor Politik produk rumusan > indikator dan
Luar Negen kebijakan dalam ukuran capaian

program dan kegiatan kinerja

f—

—

Internal
Deputi BidKoor Hukum
HAM

Deputl BidKoor Hanneg Melskukan

Deputi BidKoor koordinasi &
Kamtibmuas sinkronisasi
Deputi BidKoor Merumuskan dengan

: keholder dalam
Kominfotur asumsi kendala sta
dan alternatif pemberlakuan

Staf Ahli > solusi dari kebjelin

Eksternal: vn_nwmb:bwu
K I kebijakan

Kemenkum HAM
Kemenko Marvest

Kemenhub
Kemenko PMK

Bappenas
Kemensetneg

TNI/POLRI
K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.02.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional”

Menteri Koordinator

ﬁg,éﬂl

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeni

,_a.u::—_,
Deputi BidKoor Hukum
HAM

Deputi BidKoor Hanneg

Deputi BidKoor
Kamtibmas

Deputi BidKoor
Kominfotur

Staf Ahli

_rmr-_n_.:a_u
Kemenlu
Kemenkum HAM

Kemenko Marvest
Kemenhub
Kemenko PMK
Bappenas
Kemensetney
TNI/POLRI
K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
- pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerjn
program
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.03.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional”

Menetapkan

. agenda
Ya =3 rekomendasi

kebljakan

Menteri

Koordinator hl

/wnné.:

www.peraturan.go.id

Deputi BidKoor Mensinvenitarisanl Menyiapkan agenda
Politik Luar muc.ﬂwﬂ strategis perumusan =
Negeri rekomendasi

_53-

Internal: Koordinasi

Deputl BidKoor pembahasan
Huloum HAM internal terkait isu-

v

) isu strategis hasil
Unvﬂ: BidKoor inventarisasi
anneg
Deputi BidKoor Penelaahan setting
Kamtibmas 3! agenda rekomendasi
Staf Ahl i

—t—e

Eksternal:
Kemenlu
Kemenkum HAM

NI
POLRI
BSSN

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.03.PLF.02 Merumusk Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional”

Menteri Koordinator ﬁ Tickak @ Yo =
7

www.peraturan.go.id

5 Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dun ruang hasil koordinasi f—y
Politik Luar Negeri lingkup rekomendasi Internal

kebijakan -

- Koordi internal
Internal terkait penentuan _
Deputi BidKoor fokus dan
Hulaun HAM alternatif solusi
Deputi BidKoor
Hanneg
Deputi BldKoor
Kamtibmas
Deputi BidKoor %
fotur Penelanhan fokus
Haomin dan alternatif
Staf Ahl solusi dalam

[Fer o b
Kemealu kebijakan
Kemenkum HAM
Kemenko Marinvest
Kembiob
Kemenko PMK
Kemendikbud
Kemen PPA
Kemhan
KemenSetneg
KPK
BP2Mm
TNI/POLRI
K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.03.PLF.03 Menctapkan Rekomendasi Kebijakan “"Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional”

Menteri Koordinator

H|_é ér&

Menctapkan

r
kebijnkan

Deputi BidKoor
Politik Luar Negerl

Internal:
Deputi BidKoor Huloum
HAM

Deputs BidKoor Hanneg
Depunt BxiKoor
Kamtibmas

Dheputi BxdKoor
Kominfotur

Menyosialivuasikan
ruImustn
rekomendas:
kebijukan

Stafl Ahli

Fhkutermal
Kemeniu
Kemenkum HAM
Kemenko Marineest
Kemhub
Kemenko PMK
Kemendikbud
Kemen PPA
Kernhan
KemenSetneg
KK
2ML
TN/ POLRI
K/Llain

Menerbitkan produk
rekomendasi
kebjjakan

Molaksanskan uji
publik rumusan

rekomendas:
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.03.PLF.04 Mclaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional”

Menteri Koordinator

hl Tidduk A.W’ Yo —>
A

Kemenkum HAM
Kemenko Mannvest
Kembab
Kemenko PMK
Kemendikbud
Kemen PPA
Kemhan
KemenSetneg
KPK
ae2aMi

TNI/POLRI
K/L lain

Mentransformasilkan Menyusun
Deputi BidKoor produk rekomendasi indikator dan
Pulitik Luar Negeri kebijukan dalam ukuran capaian
program dan keglatan kinerja
Internal.
Doputi BidKear Hukum
HAM
Deputt 8idKoor Hanneg
Deputi BidKoor
Kamtibmns Merumuskan
N K asumsl kendala
xa“urm.«.n._: i dan alternanuf
solusl darl
Staf Anli vmnl—nbr..lm-t’:
Ekuternal: W
Kemenlu

Melnkoukan koordinas:
& sinkronisasi dengan
sinkebolder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.03.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebljakan "Peningkatan Citra Positlf Indonesia di Dunia Internasional”

Menteri
Koordinutor

Menetapkan
rekomendasg
perbaikan kinerja
program kebijakan

[ é —

Depuli BidKoor
Holitik Laar Negerl

Internal:

Trepniti BidKoar
Hukum HAM
Deputi BidKoar
Hoanneg
Deputi BidKeor
Kamtibmas
Deputi Bid Koar
Kominforar

Sial Alli

FEkatornul:
Kemeniu
Kemonkum HAM
Kemenko Morinvest

Kembub

Kememks PMK

Kemendikbel

Kemen PPA

Kembiun

KemenSetneg

KPK

npP2mi
TNI/ POLRI

X/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam

pelak aan
program kebijukan

Mcnyvusun
instrumen
prangukurun
E:...nmz Be program
cpiatan

Mulakukan
analisis kinerja

prograun
Kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.04 PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global”

Menteri Koordinator

=

A,v,i

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor Menginventarisasi Zn:ﬁhﬂ”wﬂﬂ:&h
Politik Luar Negeri isu-isu stratcgis rekomendasi
Internal
Deputi BidKoor Koordinasi
Hulkum HAM — pembahasan
Internal terkait isu-
Unvun:ﬂﬂxgn isu strategis hasil
8 inventarisasi
Deputi BidKoor
Kamtibmas
Deputi BidKoor
Kaminfotur
Staf Ahll
Eksternal:

Kemenlu
Kemenkum HAM
Kemenko Marinvest
Kemhub
Kemenko PMK
Bappenas
Kemensesneg
TNI/POLRI
K/L lain

Penelanhan setting
agenda rekomendasi

Kkebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.04 PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global®

Menten
Koordinator

Menetapkan
ramusan
rekomendasd
kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeri

-50-

[internat:

Depati RidKear
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hanneg
Deputi BidKoar
Kamtitirnas

Deputi BidKoor
Kaminfotur

Staf Ahli

Merumuskan tujusn,
sasaran, dan ruang
Ungkup rekomendast
kebijakan

ﬁ Tidak
Penyusunan laporan

hasil koordinasi
internal

terkait penentuan

alternatif solusi

e

[ Elcsternal

Kemenlu
Kemenkum HAM
Kemenko Marinvest
Kemhub
Kemenko PMK
Kemendikbud
Kemen PPA
Kemhan
KemenSetneg
KPK
Brami
TN/ POLRI
K/L lnin

Penelanhan fokus
diun alternatif
solus| dalam

rangka perumusan

rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-02.04.PLF.03 M.

dasi Kebijakan "Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global”

Menter! Koordinator

__.|§.., é.w

Menetapkan
relk d

kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeri

Internal:

Deputi HidtKoar
Hukum HAM
Deputi HidKoor
Hanneg

Deputi BidKoor
Kamtibmas

Deputi BiddKoor
Kaminfotur

Menyosialisasikan
numusan
rekomendasi
kebijakan

Menerbitkan
produk
rekomendasi

Melaksanakan ujl
publik rumusan

Kemenkum HAM

Kemenko Marinvest
Kemhub
Kemenko PMK
Kemendikbud
Kemen PPA
Kembhany
KomenSetneg
KPK
aPaMl
TNI/POLRI
K/L lain

rekomendasi
Staf Ahli kebijakan
Eksternal:
Kemenlu

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.04.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global®

Menteri Koordinator

ﬁgéfj

Mentransformasikan

Menyusun

Deputi BidKoor Hanneg|
Depati BidKoor
Kamtibrmas

Depati BidKoor
Kominfotur

Staf Ahli

Deputi BidKoor produk rekomendasi indikator dan
Politik Luar Negeri kebijakan dalam ukuran capaian
program dan kegiatan kinerja
internal:
Deputi BidKoor Hulkum
HAM

Eksternal:

Kemenlu
Kemenkum HAM
Kemenko Marinvest
Kemhub
Kemenko PMK
Bappenas
KemenSetneg
TNI/POLRI

K/L lain

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

Mermuskan dengan
asumsi kendala stakeholder dalam
dan alternatif pemberiakuan

solusi dari kebtjukan
pelaksanaan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-02.04 . PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global®

Mentern Koordinator

Menetapkan
rekomendast
perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Politik Luar Negeri

Internal:

Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hanneg
Deputi BidKoor
Kamtibmas
Deputi BidKoor
Kominfotur
Staf Ahli

Eksternal:

Kemenlu
Kemenkum HAM
Kemenko Marinvest
Kemhub
Kemenko PMK
Bappenas
KemenSetneg
TNI/POLRI]

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
kinerja & program
kegintan

www.peraturan.go.id
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POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan

PETA SUBPROSES
POLHUKAM-03 "Penegakan Hukum Nasional"

POLHUKAM-07
Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja

H\:q.w,_r_.se_-a_ Frogram, Anggaran,
dan Keuangan

K/L

K/L lain

POLHUKAM 08-11 |

Proses Bisnis
Pendukung l_

Kebijukan/
regiidnsi/isu strategie

" Data, Informani, & Pelaporun. 3}
Rencara Kerjn & Anggaran w

POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,

Anggaran, dan Keuangan

POLHUKAM-03.02
POLHUKAM-03.01 2 .
g Perbaikan Sistem Ruohfines' & Proses Bisnis Utama
Penataan Regulasi Peradilan [ Sl 20 01.08
Iv K/L
Perggendalinn
POLHUKAM-03.03 POLHUKAM-03.04 Pelaksanaun r '
Pengoptimalisasian Peningkatan Akses > K/L lain
Upaya Anti Korupsi terhadap Keadilan
POLHUKAM-08
‘ Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
Komunikasi Publik
r Mutert Publikasi

www.peraturan.go.id
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Peta Proses Kode ‘ Kode Peta Lintas Fungsi Kode
Penegakan Hukum Nasional POLHUKAM-03 |Penataan Regulasi POLHUKAM- [Menyvusun Agenda POLHUKAM-
03.01 Rekomendasi Kebijakan 03.01.PLF.01

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 03.01.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM.-

Kebijakan 03.01.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 03.01.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 03.01.PLF.05

Perbaikan Sistem POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
Peradilan 03.02 Rekomendasi Kebijakan 03.02.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 03.02.PLF.02

Menctapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 03.02.PLF.03

Melaksanakan Pemantacan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 03.02.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 03.02.PLF.05

www.peraturan.go.id
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Optimalisasi upaya anti POLHUKAM- |[Menyusun Agenda POLHUKAM-
korupsi 03.03 Rekomendasi Kebijakan 03.03.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 03.03.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebljakan 03.03.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan  |POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 03.03.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 03.03.PLF.05
Peningkatan akses POLHUKAM- [Menyusun Agenda POLHUKAM-
terhadap keadilan 03.04 Rekomendasi Kebijakan 03.04.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 03.04.PLF.02
Menectapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 03.04.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan  |POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 03.04.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 03.04.PLF.05

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.01.PLF.01 Menvusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penataan Regulasi”

Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kemendagn
Kemenlu
Kemenhan
Kemenkominfo
Kemenpan RB
Kejagung
TNI/POLRI
K/L lain

. Zn:h.uwnh:
& agen
Koordinator o b b enaan
kebijakan
Menyiapkan da
Deputi BidKoor x...:ﬂ:ﬁ:.b:owu. Koordinasi nawﬂ.:!:nﬂﬂz
Hukum HAM isu-isu strategis vntS-h:. rekomendasi
internal terkait isu-
B isu strategis hasil
Internal: —|V inventarisasi
Kedoputian Kemenko
Polhukam _
Staf Ahli
Eksternal: :
Penclashan setting
Kemenkum HAM agenda rek d
Kemensetneg kel

www.peraturan.go.id



2021, No.1489

_67-

PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.01.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan “Penataan Regulasi®

Mentert Koordinator

=

Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kemendagri
Kemenliu
Kemenhan
Kemenkominfo
Kemenpan RB
Kejagung
TNI/POLRL
K/L lain

Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dan ruang Koordinas! internal rww.m .Bow&aﬂo-.
Hukum HAM lingkup rekomendasi terkait penentuan internul
kebijakan fokus dan
- - alternatif solusi +
Internal: _
Polhukam
Staf Ahl
[Elesternal:
Kemenkum HAM
Kemensetneg

Penclaahan fokus
dan alternatil
solusi dalam

rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.01.PLF.03 Menctapkan Rekomendasi Kebijakan “Penataan Regulasi®

Menteri Koordinator

__\Eéi

Menetapkan

rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Internak:

Kedeputian Kemenko
Palhukam

Menyosialisasikan
rnumusan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahll

Eksternal:

Kemenkum HAM
Kemensetneg
Mahkamah Agang
Mahicumah Konstitust
Kemendagri

Kemenlu
Kemenhan
Kemenkominfo
Kemenpan RB
Kedagng
TNI/POLRI
K/L lain

Menerbitikan produk
rekomendnsi
kebijakan

Melaksanakan ujl
publik rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Penataan Regulasi”

POLHUKAM-03.01.

Menten Koordinator

[~ AV

Mentransformasikan Menyusun
Deputi BidKoor produk rekomendasi indikator dan
Hukum HAM kebijakan dalum ukuran capsisn
program dan keglatan kinerja
Internal:

Kedeputian Kemenko
Polhukam

Stal AbH

.m.ggh_“

Kemenkum HAM
Kemensetneg
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kemendagr:
Kemenlu
Kemenhan
Kemenkaminfo
Kemenpan RH
Kepgung
TNI/POLRE
K/L Jain

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi dari
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan koordinasi
& sinkronisasi dengan
stakeholder dalam
pemberfakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.01 PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penataan Regulasi®

Menteri Koordinator

.ﬁéé:l

Deputi BidKoor
Hukum HAM

lintermnal:

Kedeputian Kemenko
Polhukam

Staf Ahii

-mru:...:b-..
Kemenkum HAM
Kemensetneg
Mahkamah Agung
Mahkamah Konstitusi
Kemendagri
Kemenlu
Kemenhan
Kemenkominfo
Kemenpan RB
Kejagung
TN1/POLRI
K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Melakukan
analisis kinerja

program
kebijakan

kinerjn & program

www.peraturan.go.id

perbaikan kinerja
program kebijakan
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.02,PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Perbaikan Sistem Peradilan”

Menteri
Koordinator

=

Menetapkan

agenda
rekomendasi

kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Menginventarisasi
isu-isu strategis

|internal:

Deputi BidKoor
Kamtibmas

[—

Koordinasi
pembahasan
internal terkait isu-
isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

[

Staf Ahli

Eksternal:
Kemenkum HAM

Mahkamah Agung

BKIM
Kejoagung
Polri

K/L lain

Penclanhan setting
agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.02.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Perbaikan Sistem Peradilan”

" ‘ Menetapkan
enten Tidal rumusan
Koordinator _ /ma:_.E ™. Rhs.uugrwnu.
chijal
Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dan ruang Koordinasi internal hasil koordinasi
Hukum HAM lingkup rekomendasi terkait penentuan internal
kebijakan | fokus dan 3
Internal: alternatif solusi _
Deputi BidKoor
Kamtibmas T Penelaahan fokus
dan alternatif
Staf Ahli solusi dalam
- - rangka perumusan
Eksternal rekomendasi
Kemenkum HAM kebijakan
Mahkamah Agung
BKPM
Kejagung
Polrt
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.02.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Perbaikan Sistem Peradilan”

Menten
Koordinator

—>

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Internal:

Deputi BidKoor
Kamtibmas

Menyosialisasikan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

[Eksternal.
Kemenkum HAM
Mahkamah Agung
BKPM
Kejngunyg
Polri
K/L lain

—

Melaksanakan uji
publik rekomendasi
kebijakan

|

Menerbitkan
produk
rekomendasi

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.02.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Perbaikan Sistem Peradilan”

Melakukan
koordinast &
sinkronisasi

dengan
atakeholder dalam
pemberiakuan
kebljakan

Menteri _
Koordinator H Tidak Setuju Ya
Mentransformasikan Menyusun
Deputi BidKoor produk kebijakan Indikator dan
Hukum HAM dalam program dan ukuran capaian
kegiatan kinerja
Internal:
Deputi BidKoor
Kamtibomas Merumuskan
asumsi kendala
Staf Ahli dan alternatif
solusi dari
Eksternal: pelaksanaan
Kemenkum HAM kebijakan
Mahkamah Agung
BKPM
Kejagung
Polri
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.02.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan “Perbaikan Sistem Peradilan®

Menteri
Koordinator

7@1

www.peraturan.go.id

perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Internal:
Deputi BidKoor
Kamtibmuas

_75-

Staf Ahli

Kemenkum HAM
Mahkamah Agung
BKPM
Kejagung
Polri
K/L lain

Mclakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

Mengidentifikasi

kendala dalam

Ekaternal program kebijakan kinerja & program
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.03.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Pengoptimalisasian Upaya Anti Korupsi®

Menteri Koordinator

=

Menctapkan

agenda
rekomendasi

kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:
Deputs BldKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Kamtibmas

—

Koordinasi
pembahasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

|

Staf Ahli

Eksternal:
HBappenan
Mahkamah Agung
Mahkamuah Konstitusi

Kemendagri
Kejagung
Palri
Kemen LHK
Kormist Yudisial
Komnas HAM
Ombudsman
Kompolnas
Komjak
KPK
K/ L lain

Penclaahan setting
agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.03.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan *Pengoptimalisasian Upaya Anti Korupsi”

Menteni
Koordinator

=

Menctapkan
numusan
rekomendasi

kebijakan

Deputi BidKoor
Hulkum HAM

Internal
Deputi BidKoor
Poldagri
Deputs BidXoor
Kamtibmas

Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang
lingkup rekomendasi
kebijakan

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif sohusi

Penyusunan laporan
hasil koardinasi
internal

T

e

Staf Abl

Eksternal:

Bappenas
Mahkamah Agung
Mahkamah
Konstitusi

Kemendagri
Kejagung
Poiri
Kemen LHEK
Komisi Yudisial
Komnas HAM
Ombudsman
Kompolnas
Komjak
KPK

K/L lain

Penclanhan fokus
dan alternatif
solusi dalam
runghka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.03.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Pengoptimalisasian Upava Anti Korupsi®

Menteri
Koordinator

—

Menetapkan
™ 4

kebijakan

L

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Internal:
Deputi BidKoor
Poldagri
Deputt BidKoor
Kamtibenus

Staf Ahli

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Eksternal:
Bappenus
Mahkamah Agung

Mahkamah
Konstitusi

Kemendagri
Kejagung
Polri
Kemen LHK

Komis: Yudisial
Komnas HAM

Ombudsman
Kompolnas
Kom|ak
KPK

K/L lain

Menerbitkan
produk
rekomendasi

Meclaksanakan uji
publik rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.03,.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Pengoptimalisasian Upaya Anti Korupsi®

Menten
Koordinator

_lglsz’fl

N

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Internal:

Deputi BidKoor
Poidagri
Deputi BidKoor
Kamtibmas

_79-

Staf Ahli

Eksternal:
Bappenas

Mahkamah
Konstitusi
Kemendagri
Repugung
Polri
Kemen LHK
Komisi Yudisinl
Komnas HAM
Ombudsman
Kompolnas
Komjak
KPK
K/L lain

Mahkamah Agung

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solust dari
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinas: &

dengan

stakeholder dalam

pemberinkuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.03.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Pengoptimalisasian Upayva Antl Korupsi®

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
progrmm kebljakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Intermal:

Deputi HidKoor
Poldagn
Deputi HidKoor
Kamtibmas

Staf Ahll

Eksternal
Bappenns
Mahkamal Agung
Mahksmah Konstitusi

Kemendagn
Kejagung
Pulri
Kemen LHK
Komisi Yudisial
Komnas HAM
Ombudaman
Kompaolnas
Komjak

KPK

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program
kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Hséi

Melakukan
analisis kinerjn
program
kebijakan

K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.04.PLF.01 Menvusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Akses terhadap Keadilan®

Menteri
Koordinator

L

®7<ﬁ&

N

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Menginventarisasi
isu-isu strategis

|internal:

Deputl BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Pollugri
Deputi BidKoaor
Kesbang

—

Koordinasi
pembahasan
internal terkait ist-
isu strategis hasil
inventarisasi

=

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

[

Staf Abll

[Ekaternal:
Mahkamah Agung

Kemenkum HAM
Kemendagri
Kemenlu
Kemensos
Kejagung
Palri
Komnas HAM
K/L lain

Penclaahan setting

agenda rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.04.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Akses terhadap Keadilan®

Mahkamah Agung
Kemenkum HAM
Kemendagn
Kemenlu
Kemensos
Kejagung
Polri
Komnas HAM
K/L luin

Menetapkan
Menteri rumusan
Koordinator _ T /WQ»&: Ya =3 rekomendasi
kebijakan
Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Deputi BidKoor sasaran, dan ruang hasil koordinasi
Hukum HAM lingkup rekomendasi internal
kebijakan Koordinasi internal
" terkait penentuan
toternal; fokus dan
Deputi BidKoor alternatif solusi
Poldagr
Deputi BidKoor
Pollugri
Deputt BidKoor Penelaahan fokus
Keshang T dan alternatif
solusi dalam
Staf Ahli rangka perumusan
[Eksternal: _dr—Mo! jakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-03.04 PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Akses terhadap Keadilan®

www.peraturan.go.id

Menteri Menetapkan
Koordinator Tidak Ya = rekomendasi
_ kebijakan
Menerbitkan

Deputi BidKoor produlk
Hukum HAM rekamendasi

Menyosialisasikan

Intermal; rumusan
Deputi BidK rekomendasi
?"a&n o kebijakan
Deputi BidKoor
Pollugn
Deputi BidKoar
Kesbang

Staf Ahll Melaksanakan wji
publik rumusan

[Eksternal: rekomendasi
Mahkamah Agung kebijakan
Kemenkum HAM
Kemendagri
Kemenlu
Kemensos

Kejagung

Polri
Komnas HAM

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.04.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Akses terhadap Keadilan®

Menteri Koordinator

H.—JEA:V<.IV
A

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijukan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

|internal:

Deputi BidKoor
Poldagr
Deputi BidKoor
Pollugrt

Deputi BidKoor
Keshang

Staf Al

Merumuskan
asumsi kendala

dan alternatif
solusi dari

pelak

n.mr!agbr
Mahkamah Agung
Kemenkum HAM
Kemendagri
Kemenlu
Kemensos
Kejogung
Polrt
Komnas HAM
K/L lain

" kebijakan

Melakukan
koordinas! &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberiakunn
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-03.04.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Akses terhadap Keadilan®

Menteri Koordinator

Hg,.é:l

Menetapkan

rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Hukum HAM

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagn
Deputi BidKoor
Pollugri
Deputi BidKoor
Kesbung

Staf Ahli

[Eksternal:
Mahkamah Agung

Kemenkum HAM
Kemendagr
Kemeniu

Kemensos
Kejagung
Polri
Komnas HAM

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

www.peraturan.go.id
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POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan Keuangan

PETA SUBPROSES
POLHUKAM-04 "Penguatan Reformasi Kelembagaan Birokrasi"”

Dt Informani, & Pelupe
Rencana Kerju & Anggaran

1

POLHUKAM-07
Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja

|

Dulcungan Program, Angeasan,
dan Keusngnn

K/L
koordinasi

Kebgakan/
regulssi/inu sirategis

. K/Llain

Proses Bisnis

Eﬁg J internul

POLHUKAM 08-11

o

POLHUKAM-04.01 POLHUKAM-04.02
Penguatan Penguatan Optimalisasi
Implementasi Transformasi Pelayanan
Manajemen ASN Publik
POLHUKAM-04.03

Penataan Kelembagaan
dan Proses Bisnis
Pemerintah Berbasis
Prioritas Pembangunan
Nasional

POLHUKAM-04.04
Penguatan Reformasi
Sistemn Akuntabilitas

Kinerja

R

POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,

Anggaran, dan Keuangan

Koordinas: &
Sinkronisani
Internal

| Rekomendasi
Kehijalosn

Proses Bisnis Utama
POLHUKAM 01-05

—I., Materi Publikasl L
J

Pengendalion
Pelakcsanaun

~» K/L lain

POLHUKAM-08
Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
Komunikasi Publik

www.peraturan.go.id
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Reformasi Kelembagaan POLHUKAM-04 |[Penguatan implementasi POLHUKAM- [Menyusun Agenda POLHUKAM-

Birokrasi manajemen ASN 04.01 Rekomendasi Kebijakan 04.01.PLF.01

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.01.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.01.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 04.01.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.01.PLF.05

Penguatan optimalisasi POLHUKAM- [Menyusun Agenda POLHUKAM-

transformasi 04.02 Rekomendasi Kebijakan 04.02.PLF.01
pelayanan publik

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.02.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.02.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 04.02.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 04.02.PLF.05

www.peraturan.go.id
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Penataan kelembagaan POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
dan proses bisnis 04.03 Rekomendasi Kebijakan 04.03.PLF.01
pemerintah berbasis
prioritas pembangunan Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
nasional Kebljakan 04.03.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 04.03.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 04.03.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 04,03.PLF.05
Penguatan reformasi POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
sistem 04.04 Rekomendasi Kebijakan 04.04.PLF.01
akuntabilitas kinerja
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 04,04 PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 04.04,PLF.03
Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 04.04 PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 04.04 PLF.05

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.01.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Implementasi Manajemen ASN'

Mencrapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Kernenkum HAM
BKN
Kemendagn
Komisi ASN

K/L lain

Menteri Koordinator Tidak
Deputi BidKi i
xw,“-::_,x o ho—. Menginventarisasi et Weoylepian agenda
| R isu-isu strategis Koordinasi PUALI
nformasi, dan pembahasan rekomendasi
Aparatur internal terkait isu- -
isu strategis hasil
Internal: | 3|  inventansasi
Deputi BidKeor
Poldagri
Deputi BidKoor _ Penelashan seffing
Hukum HAM agenda rekomendasi
Staf Ahli kebijakan
Eksternal:
KemenPAN RB

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.01.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Implementasi Manajemen ASN®

Menteri
Koordinator

ﬁ Tidak

/mﬁ&:

Menetapkan
rumusan
rekomendasi

kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Merumuskan tujuan,

sasaran, dan ruang

lingkup rekomendasi
Kebijakan

|internal:
Deputi BidKoor
Poldagri

Deputi BidKoor
Hulkum HAM

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

Penelaahan fokus
dan alternatif
solusi dalam

Staf ARll

rangka perumusan
rekomendasi

|Eksternal:
KemenPAN RB

Kemenkum HAM
BKN
Kemendagri
Komist ASN
K/L lain

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.01.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Implementasi Manajemen ASN®

Menteri
Koordinator

Menetupkun
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

|intemal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

[Eksternal:
KemenPAN RB
Kemenkum HAM

BKN
Kemendagri
Kamnisi ASN

K/Llain

.ﬁiéi

Melaksanakan uji
publik mmusan
rekomendasi

kebijakan

Menerbitkan produk
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.01.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Penguatan Implementasi Manajemen ASN®

www.peraturan.go.id

Menteri Koordinator h Tdake \@ Vg

Deputi BidKoor Mentransformasikan Menyusun
Komunikasi, produk rekomendasi indikator dan
Informasi, dan kebijakan dalam ukuran capaian

Aparatur program dan kegiatan kinerja

Internal: Melakukan
i BidKoor koordinasi &
Depu sinkronisasi

PoKiags Merumuskan dengan
Deputi BidKoor asumsi kendala stakeholder dalam
Hukum HAM L) dan alternatif pemberiakuan
solusi dari kebijakan
Staf Ahli pelaksanaan

kebijakan

Eksternal:
KemenPAN RB

Kemenkum HAM
BEN
Kemendagri
Komisi ASN

K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04,01.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Implementasi Manajemen ASN”

Menten
Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deput: BidKoor
Hukum HAM

Staf Ahll

|ERsternal:

KemenPAN RB
Kemenkum HAM
BEN
Kemendagri
Komisi ASN

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

v

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

ﬁgé;l

Melakukan
analisis kinerja
program

kebijakan
3

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.02.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Optimalisasi Transformasi Pelayanan Publik”

Menteri
Koordinator

Menctapkan
agenda
rekomendast
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan

Aparatur

Menginventarisasi
isu-isu strategis

|internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hulkum HAM

Koordinasi
pembathasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

ﬁ Tidak
Menyiapkan agenda

perumusan
rekomendasi

[

Staf Ahli

|ERsternal:
KemenKominfo

KemenPAN RB
Kemendagri
Kemenlu
Polri
LEPP
Ombudsman
K/L lain

Penclaahan setting
agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.02,PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Optimalisasi Transformasi Pelayanan Publik”

Menteri

Menetapkan
rmusan
rekomendasi
kebijakan

Koardinator ﬁ T
Deputi BidKoor Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Komunikasi, sasaran, dan ruang hasil koordinasi
Informasi, dan lingkup rekomendas Koordinasi internal intemal
Aparatur kebijakan terkait penentuan
fokus dan
Internal: alternatif solusi
Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM % Penelaahan fokus
dan alternatif
solusi dalam
Staf Ahli rangka perumusan
Eksternal: Rrroﬁncansnb!
KemenKominfo
KemenPAN R8
Kemendagn
Kemenlu
Folr{
LKPP
Ombudsman

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.02.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Optimalisasi Transformasi Pelayanan Publik”

Menteri Koordinator

Menetapkan

kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasl|,
Informasi, dan

Aparatur

Internal:
Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor Hukum
HAM

Menyosialisasikan
rumusan

a.
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
KemenKominfo

KemenPAN RB
Kemendagri

Kemenlu
Polri
LKPP

Ombudsman

K/L lain

[- <>

Menerbitkan produk
rekomendasi

kebijakan

Melaksanakan uji

publik rumusan
rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.02.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Optimalisasi Transformasi Pelayanan Publik”

Menteri Koordinator

hgl@fl
K

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

Internal:
Deputi BidKoor
Poldagri

Deputi BidKoor Hukum
HAM

Staf Ahli

|[Eksternal:

KemenKaminfo
KemenPAN RB
Kemendagri
Kemenlu
Polrt
LKPP
Ombudsman

K/L lain

Merumuskan

asumsi kendala
dan alternatif

solusi dari
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04,02.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebjjakan “Penguatan Optimalisasi Transformasi Pelayanan Publik®

e e p é g

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerjn
program kebijakan

Melakukan
Deputi BidKoor akcul
Komunikasi, analisis _o”..ndb
Informasi, dan Wav«on?e:
Aparatur ‘EB:

|internal:
Deputi BidKoor Poldagri

Deputi BidKoor Hukum
HAM

-08-

S Menyusun
Staf Ahli Mengidentifikasi lacimineen

kendala dalam pengul

Eksternal: pelaksanaan kinerja &
KemenKominfo program Kebijakan xnwﬁng_an.éd

KemenPAN RB
Kemendagn
Kemeniu
Palri

Ombudsman
K/L lain

2021, No.1489
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.03.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Prioritas

Pembangunan Nasional"

Menteri
Koordinator

=

/ma::.:

Ya

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum & HAM

Koordinasi
pembahasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventanisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Staf Ahli

Eksternal:
KemenPAN RB

Kemendagri
Kemenkominfo
BKN
Komisi ASN
K/L lain

Penelaahan setting

agenda rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.03.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Prioritas Pembangunan

Nasional”

Menterd
Koordinator

=

<

Menetapkan
rumusan
rekomendast
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang
linglup rekomendasi
kebijakan

|Internal;

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum & HAM

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

i)

Staf Ahli

Penclanhan fokus
dan alternatif
solusi dalam

rangka perumusan
rekomendasi

kebijakan

nwr!ﬂ:—h?
KemenPAN RB
Kemendagri
Kemenkominfo
BKN
Komisl ASN
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.03.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Prioritas Pembangunan

Nasional®

Menteri
Koordinator

Menetapkan
\ 4

asi

L]
kebljakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum & HAM

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
KemenPAN RB

Kemendagri
Kemenkominfo
BEN
Komisl ASN

K/L lain

S

b

Menerbitkan produk
rekomendasi
kebljakan

Melaksanakan uji
publik rumusan

rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id



-102

2021, No.1489

PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.03.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Prioritas

Pembangunan Nasional®

Menteri
Koordinator

b\é\@fl
/

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinetja

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum & HAM

Staf Ahli

[Eksternal:
KemenPAN RB
Kemendagri
Kemenkaominfo
BKN
Komisi ASN

K/L lain

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi dari
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04,03,PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Prioritas Pembangunan

Nasional”

Menteri
Koordinator

?AV]

Menctapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja

program kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum & HAM

Staf Ahli

Eksternal:
KemenPAN RB

Kemendagri
Kemenkominfo
BKN
Komisi ASN

K/L lnin

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanasn
program kebijakan

v

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Meclakukan
analisis Kinerin
program
kebijakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.04.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “"Penguatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja*

Menteri
Koordinator

-

o

Menetapkan

rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan

Aparatur

Menginventarisasi
isu-isu strategis

internal terkait isu-

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

isu strategis hasil

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri

v

-104

Staf Anli

Eksternal:
KemenPAN RB
Kemendagri
BKN
Komisi ASN
K/L lain

Penelaahan setting
agenda rekomendasi

kebijokan

2021, No.1489
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Menetspkan

rumusan
rekomendasi
kebijakan

PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-04.04 PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebljakan "Penguatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja®
Menten
Koordinator —‘ L
Deputi BidKoor Merumuskan tujuan, Penyusunan laporan
Komunikasi, sasaran, dan ruang Koordinasi internal hasil koordinasi
Informasti, dan lingkup rekomendasi terkait penentuan internal
Aparatur kebijakan fokus dan
: = alternatif solusi
i Penelaahan fokus
Deputi BidKoor dan altematif
Poldagri T solusi dalam
rangka perumusan
: rekomendasi
Staf Ahli kebijakan
Eksternal
KemenPAN RB
Kemendagn
BKN
Komisi ASN
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.04.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja'

Menteri
Koordinator

ﬁ Tidalk

Ya —>

Menetapkan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal

Deputi BidKoor
Poldagri

Menyosialisasikan
numusan
rekomendas:
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
KemenPAN RB
Kemendagyi
BKN
Komigi ASN
K/L lain

Menerbitkan produk
rekomendasi
kebijakan

Melaksanakan wji

publik rumusan

rekomendasi
Kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04.04.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Penguatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja®

K/L lain

Menteri Koordinator Tidak Seruju Ya 5
4
Deputi BidKoor Mentransformasikan Menyusun
Komunikasi, produk rekomendasi indikater dan
Informasi, dan kebijakan dalam ukuran capaian
Aparatur program dan kegiatan kinerja
Internal:
Deputi BidKoor Merumuskan
Poldagri asumsi kendala
dan alternatif
Staf Ahli solusi dari
pelaksanaan
Eksternal: kebijakan
KemenPAN RB
Kemendagri
BKN
Komisi ASN

Melakukian
koordinasi &
sinkronisasi

dengan
stakeholder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-04,04.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja'

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijukan

,_\!2% f’ﬁl

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri

Staf Ahli

Ekstermal:
KemenPAN RB

Kemendagri
BKN
Kornisi ASN
K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

N

www.peraturan.go.id
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PETA SUBPROSES
POLHUKAM-05 "Penguatan Stabilitas Keamanan Nasional"

www.peraturan.go.id

109

POLHUKAM-06 POLHUKAM-07
Pengelolaan Program, Data, Infiemnai, & Pelaparan I ;vn:nMﬂﬁMMm:xmum: .
Anggaran, dan Keuangan _ un s Kinerja
‘ Rencana Kerja & Angguean I
_,. Dulurgan Pr Ko POLHUKAM-06
{ dan Kevsargan, T »  Pengelolaan Program,
An , dan Ke
35?:2&“.92 POLHUKAM-05.02 ggaran, dan Keuangan
su Penguatan Kemampuan
K/L Keamanan Dalam PataBaAan ——
| Negeri e Proses Bisnis Utama
Soerdinest | — Y 7’| POLHUKAM 01-05
. Kebgakan/
regulase /sy strutegls
POLHUKAM-05.03 POLHUKAM-05.04 %/,
K/L lain Penguatan Peningkatan Keamanan B -3
Keamanan Laut dan Ketertiban .wmnz:!._s l roo‘
' 5 K/Llain
Proses Bisnls | — 00— POLHUKAM-05.05 L .
Pendukung B indernal | B Penguatan Ketahanan dan
POLHUKAM 08-11 Keamanan Siber = =
Pengelolaan TIK,
" Publikasi dan
Komunikasi Publik
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5. |Penguatan stabilitas POLHUKAM-05 |Penguatan keamanan POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
keamanan nasional dalam negeri 05.01 Rekomendasi Kebijakan 05.01.PLF.O01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.01.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.01.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 05.01.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.01.PLF.05

Penguatan kemampuan POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-

pertahanan 05.02 Rekomendasi Kebijakan 05.02.PLF.01

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.02.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.02.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 05.02.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.02.PLF.05

www.peraturan.go.id



2021, No.1489

111

Penguatan keamanan laut | POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
05.03 Rekomendasi Kebijakan 05.03.PLF.01

Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.03.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.03.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan  |POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 05.03.PLF.04

Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.03.PLF.05

Peningkatan keamanan POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
dan ketertiban masyarakat 05.04 Rekomendasi Kebijakan 05.04.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.04.PLF.02

Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-

Kebijakan 05.04.PLF.03

Melaksanakan Pemantauan  |[POLHUKAM-

Rekomendasi Kebijakan 05.04.PLF.04

www.peraturan.go.id
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Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 05.04.PLF.05
Penguatan ketahanan dan | POLHUKAM- |Menyusun Agenda POLHUKAM-
keamanan siber 05.05 Rekomendasi Kebijakan 05.05.PLF.01
Merumuskan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 05.05.PLF.02
Menetapkan Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 05.05.PLF.03
Melaksanakan Pemantauan POLHUKAM-
Rekomendasi Kebijakan 05.05.PLF.04
Mengevaluasi Rekomendasi POLHUKAM-
Kebijakan 05.05.PLF.05

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.01.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebjjukan "Penguatan Keamanan Dalan Negeri”

Menteri Koordinator

—  Tiduk

A/m.,._:.:.

A

N

rekamendasi

kebijakan

Deputi BidKoor
Keamanan &
Ketertiban Masy

Menmnventarsasi
PRag-inn =trutlegix

Intemal
Deputs BudKour Poldagry

Deputs BelKour Polluyo

Depuls HxtKoor Hukum
HAM

Depull HilKoos Hunney

L

Koordinusi

Menyiapkan agenda
perEmuasan
rekomendasi

pembah
mternal terkait isu-
isu strategis hasil
inventarnsasi

Star Ahl

Elsternal
Kemonko PMK
Kemendagr
Kemenha
Kemenhub
Kestenduy
KemenloumHAM
Kemenken
Kemen LHK
Kemkominto
Kejaksaan R
N
BNN
BNPT
KNKT
TN/ POLRI

K/L luin

Peneleshun =elling

I ¥

kebyakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.01 PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Dalam Negeri”

Menteri
Koardinator

ﬁ Tidak

/a«:c:

Deputi BidKoor
Keamanan &

Ketertiban Masy.

Merumuskan tujuan,

sasaran, dan ruang

lingkup rekomendasi
kebijakan

Koord i internal

{Internal:

Deputi BldXoor
Poldagr|
Deputi BidXoor
Polhugri
Deprati BidKoor
Hukum HAM

Deputt BidKoor

terkait penentuan
fokus dan
alternatifl solusi

Penyusunan laporan
hasll koordinas
internal

A

Ya

—>

Menetapkan rumusan
rekomendasi

kebyakan

Staf Ahli

[Etternan
Kemenko PMK
Kemendagrt
Kemenlu
Kemenhub
Kemendag
KemenkoumHAM
Kemenkeu
Kemen LHK
Kemkominfo
Kegnksann RI
BIN
HNN
BNPT
KNKT
TN/ POLRI
K/L lnin

oy
¥

rangka perumusan

fnna alternatif

lanhan fokus

solusi dal

rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05,01,PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Dalam Negeri®

Menten: Koordinator

ﬁ Tiduk

Menetapkon
rekormenilaxi

kebljakan

Deputi BidKoor
Keamanan &
Ketertiban Masy.

Internal:

Deputi BelKoor
Polkdagri
Deput: BidKoor
Pollugn
Peputi BitKoaor
Hukum HAM

Deputi BidKoor

Menyosinltsastkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Hanneg

Sl Ahli

FElatermal
Kemenko PMK
Kemendagn
Kemenlu
Kemenhub
Kemendag
KemenkumHAM
Kemenkess
Kemen LITK
Kemkominfo
Kejaksoan RI
HIN
BNN
BNTT
KNKT
TNI/POLRI

K/L lain

Menerbitkan produk
rekomendast kebijakan

Melaksanakan ujl

publik rumusan
rokomendasi

kebijukin

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.01.PLF.04 Mclaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Dalam Negeri”

Menteri Koordinator ﬁ Tidnk Seluju Ya —>

Mentransformasikan Menyusun

UM”-.:b@.ax.”.. produk rekomendasi ™ indikatar dan

Ke :._:bv..\-_ kebijakan dalam ukuran capuian
Lertiben Masy. program dan kegiatan kinerja

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagn
Deputi BidKaoor
Pollugn
Deputi BidKaoor Melakukan
Huzkum HAM koordinus: &

Merumuskan sinkroniassi dengan
Deputi BidKoor
J asumsi kendala stokeholder dalam

-116

Hann
Staf >H~ > dan alteratif pemberinkunn
solusi dari Kebijakan

2021, No.1489

Ekstermal: pelaksanaan
Kemenko PMK kebijukun
Kemendagri
Kemenla
Kemenhubs
Kemndng
KemenkumHAM
Kemenkeu

Kemen LHK
Kemkominto
Kejaksaan Ri

BIN

www.peraturan.go.id

DNN
BNPT
KNKT

INI/POLRI
K/L lamn
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.01.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguntan Keamanan Dalam Negen”

Menten Koordinator,

o =L

Menetapkan relkomendast
perbatkan kinena program
kebijakan

Deputi BidKoor
Keamanan &

Ketertiban Masy.

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputl BidKoor
Pollugri
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputi BudKoor
Hunrwy

Star Ahll

Eksternal:
Kemenko PME
Kermendugri
Kornenlu
Kemenhub
Kemendag
KemenkurmHAM
Kemeniceu
Kemen LHK
Kemkaminfo
Kejaksaan RI
BIN
BNN
BNPT
KNKT
TRI/POLRIL

K/L lain

Mengidentifikasi

Al Aol

pelaksanaan
program kehijakan

Menmysun
instrumen
pengulcuran
kinerjn & program
kegiatan

Melakukan
analisia kinerja
program
kehijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.02.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan “Penguatan Kemampuan Pertahanan®

Menteri
Koordinator

-

/mﬁ uju

L

Ya

Menetaplkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Pertahanan Negama

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Deputs BidKoor
Kominfotur

—

Koordinasi
pembahasan

internal terkait isu-

isu strategis hasil
inventarisasi

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Staf Ahlt

[Eksternal:
KemenHan
BIN
Kejoksaan R
KKIP
TNI/POLRI
K/L lain

Penelanhan setting
agenda rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.02.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kemampuan Pertahanan”

Menteri
Koordinator

=

\gpv<h¢

/

N

Menctapkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Pertahanan
Negara

Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang
lingkup rekomendasi
kebijakan

Internal:
Deputi BidKoor
Poldagr

Deputt BedKoor

Hukum HAM
Deputi BidKoar

Kamtibmas
Deputi BidKoor

Kominfotur

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

Staf Ahli

Eksternal:
KemenHan

BIN
Kejaksaan RI
KKIP
TNI1/POLRI
K/L lain

Penelaahan fokus
dan alternatif
solusi dalam

rangka perumusan
rekorr dasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.02.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kemampuan Pertahanan”

Menteri
Koordinator

.ﬁélé:..

Menectapkan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Pertahanan
Negara

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kamtibmaos

Deputi BidKoor
w, tosls

Menyosinlisasikan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Staf Ahli

Eksternal:
KemenHan

BIN
Kejaksaan RI
KKIP
TNI/POLRI
K/L lain

Menerbitkan
produk

rekomendasi

Melaksanakan uji
publik rumusan
rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.02.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan “Penguatan Kemampuan Pertahanan®

Menteri
Koordinator

Setuju

"

Deputi BidKoor
Pertahanan

Negara

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaisn
kinerja

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hulkum HAM
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Deputi BidKoor
Kominfotur

Staf Ahli

Eksternal:
KemenHan
BIN
Kejaksaan RI
KKIP
TNI/POLRI
K/L lain

=

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi darf
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan

sinkronisasi
dengan
stakeholder dalum
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.02.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Kemampuan Pertahanan”

Menteri
Koordinator

eééﬁl

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerfa
program kebijakan

Deputi BidKoor
Pertahanan

Negara

Internal:

Deputi BidKoor
Pokdagri
Deputs BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kamtibmas
Deputi BidKoar
Kominfotur

Staf Akl

Eksternal:
KemenHan
BIN
Kejaksaan Rl
KKIP
TNI/POLRI

K/L lain

Mengidentifikasi
kendala dalam
pelaksanaan
program
kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerjn & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.03.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Laut”

Menteri
Koordinator

=

Menetapkan
agenda
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Pertahanan
Negara

Menginventarisasi
isu-isu strategis

Internal:

Deputi BidKoor
Paldagr

Deputi BidKoor

Deputt BidKoor
Huloum HAM
Deputi BilKoor
Kamtibmas

—

Koordinasi
pembahasan
internal terkait isu-
Isu strategis hasil
inventarisas:

Menyiapkan agenda
perumusan
rekomendasi

Staf Ahli

Eksternal:
KemenHan

Kemenduagn
Kementu
Bakamla

BNPP

TNI/POLRI

K/L lain

Penclaahan setting
agenda rekomendasi
kebljankan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.03.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Laut”

Menten
Koordinator

=

AIIIIIMH”CS

Deputi BidKoor
Pertahanan
Negara

{internal:

Depuri BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Pollugri

Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Kamtibmas

Merumuskan tujuan,
sasaran, dan ruang
lingkup rekomendasi
kebijakan

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

Staf Ahll

[Eksternal:
KemenHan
Kemendagri
Kemenlu
Bakamia
BNPP
TNI/POLRI
K/L lnin

Penelnahan fokus
dan alternatif
solusi dalam
rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

Ya

Menetapkan
rumusan
rekomendast
kebljakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.03.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Laut”

Menteri Menetapkan
Koordinator ﬁ Tidak Setuju Ya = rckomendas

kebijakan

Deputi BidKoor !ﬂ”ﬂ.ﬂg
Pertahanan Negara rekomendasi

Internal: Menyosialisasikan
Deputi BidKoor rumusan

www.peraturan.go.id
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Poldagri
Deput) BidKoor
Pallugri
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputi BidKoor
Kamtibrmas

rekomendasi
kebijakan

Staf Ahl

|Eksternal:
KemenHan

Kemendagri
Kemenlu
Bakamis

BNPP

TNI/POLRI
K/L lain

Melaksanakan uji
publik rumusan

rekomendasi
kebijakan
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.03.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Laut”

Menteri
Koordinator

Hééfl_

Pertahanan
Negara

Deputi BidKoor

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan kegiatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

Internal:

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Pollugn
Deputi BidKoar
Hukum HAM

Deputi BidKoor
Kamtibmas

Staf Ahli

[Eksternal-
KemenHan
Kemendagri
Kemenlu
Bakamla
BNPP
TNI/POLRI
K/L lain

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi dari
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinasi &
sinkronisasi

dengan

stakeholder dalam

pemberiakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.03.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Keamanan Laut”

Menteri Koordinator

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebijakan

eéé;l_

Deputi BidKoor
Pertahanan Negara

Intemal;

Deputi BidKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Pollugri
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputi BidKoor
Kamtibmas

Staf Ahli

Eksternal:
KemenHan
Kemendagri
Kemenlu
Bakamla
BNPP

TNI/ POLRI

/L lain

Mengidentifikasi

kendala dal
pelaksanaan
program
kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerjoa & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.04.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Menetapkan agenda
rekomendasi
kebijakan

Menter) Koordinator ﬁ Tidak

www.peraturan.go.id

sepsmate | [ gt oo s
. : =
Rn.n.dvn:{nuu.. F:.n:-..::ua- _ﬁcor.a—.,.:un. 3-332:?’.

1 P
linternal: internal terkait bsu-
_IV Isu strategis hasil
Deputs BadKoor lrventad
Poldagri
Deputi BidKoor
Hulkum HAM
Deputi lidKoor —
Hanneg

Stal Ahl Penelaahan setting

| - ey da rekomendasi

kebijakan
Kemenko PMK
Kemendagri
Kemenliu
Kemenhub
Kemenday
KemenloumHAM
Kemenken
Kemen LHX
Kembominfo
Kejaksaan RI
BIN
HNN
HBNPT
KNKT
TRI/POLRI
K/L luin
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.04.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat®

Menteri
Koordinator

H‘ Tidak

/m«ﬂ.-&..

Yu

Menctapkan
numusan
reikomendns:
kebijakan

Depuli BidKoor
Keamanun &

Ketertibun Masy.

Merumuskan tuyuan,

Sasaran, dan riang

lingkup rekomendasi
kebijakan

internal
Deput BidKoor
Poldagrt
Depun BidKoor
Hulkum HAM
Deput: BidKoor
Hanneg

Koordinasi internal
terkalt penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinasi
internal

Staf Ahl:

Eksternal:
Kemenke PMK
Kemendagrl
Kemeniu
Kemenhuh

Kemendag
KemenkumlIAM

Krmenkeu
Kemen LHK
Kemkominfo
Kejaksaan RI

BIN
BNN
BNPT
KNKT
TN/ POLRI
K/L lam

Penelashan fokus
dan alternatif
solus dalam
rangka perumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.04 PLF.03 Menctapkan Rekomendasi Kebijakan “Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat®

Menteri Menetapkan
Koordinator Tidak Ya =3 rekomendasi
_ kebijakan
Deputi BidKoor Menerbitkan
Keamanan & produk
Ketertiban Masy. rekomendasi

Menyostalisasikan

Internal: rumusan =
D | BidK: rekomendas) i
r“!.-ﬁ. aar kebijakan
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputi BidKoor
Hanneg

-130

Staf Anll

2021, No.1489

Eksternal: Melaksanakan uji
Kemenko PMK publik rumusan
Kemendagri rekomendas!
Kemenly kebijakan
Kemenhub
Kemening
KemenloumHAM
Kemenkeu
Kemen LHK
Kemkominfo
Kejaksaan RI
HIN
BNN
BNPT
KNKT
TNI/POLRI
K/L lain

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM. 05.04.PLF.04 Melaksanskan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan

"Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Menteri
Koordinator

h Tieluk

Setufu

Ya

Deputi BidKoor
Keamanan &

Ketertiban Masy.

Mentransformasikan
produk rekomendas)

kebijukan dalam

program dan keglatan

Menyusun
indikator dan
ukuran capaian
kinerja

Internal
Deputi BidKaoor
Poldagn
Deputi BidKoar
Hukum HAM

Depuu BidKoor
Hanneg

Star Anu

Elcsternal:
Kermenko PME
Kemendagn
Kemenlu
Kemenhub
Kemendag
KemenkumHAM
Kemenkeu
Kemen LHK
Kemkominfo
Kejaksaan Rl
BIN
BNN
BNPT
KNKT
TN1/POLRL

K/L lamn

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternarif
solusi duri
pelaksanaan
kebijakan

Melukukan
koordinus: &
sinkronisusi

denguan
slukeholder dal

pemberiskuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.04 PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijakan "Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”

Menterl Koordinator

hééfl

Menetapkan
rekomendasi
perbaikan kinerja
program kebljakan

Deputi BidKoor
Keamanan &
Ketertiban Masy.

Internal:

Deputi ButKoor
Poldagri
Deputi BidKoor
Hukum HAM

Deputi BidKoor
Hanneg

Staf Anll

EXxstermal:
Kemenko PMK
RKemendngn
Kemenlu
Kemenhub
Kemendag
KemenkumHAM
Kemenkeu
Kemen LHK
Kemkominfo
Kejakosaan RI
BIN
BNN
NPT

KNKT
TNI/POLRI

K/L lain

Mengidentifilkast
kendala dalam
pelaksanaan
program kebijakan

Menyusun
instrumen
pengukuran
kinerja & program
kegiatan

Melakukan
analisis kinerja
program
kebijnkan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.05.PLF.01 Menyusun Agenda Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”

www.peraturan.go.id

Menterd Shmchapmm
™
Koordinator Tk Setyju Vo = Rrﬂa:aﬂ:nb-.
kebijakan

Deputi BidKoor .
Komunikasi, < Menyiapkan agenda

- Menginventarisasi perumusan —
Informasi, dan isu-isu strategis rekomendasi
Aparatur

Internal: m|'
B Koordinasi

Deputi BidKoor pembahasan
Poldagri internal terkait isu-
Deputi BidKoor isu strategis hasil
Pollugri inventarisasi
Deputi BidKoor
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hanneg
Deputs BidKooe _ vaann—bﬂn? _MB m&—ﬂ_:bnw_
Kamtibmas Fed i
kebijakan

Staf Ahll

Eksternual:
Kemendagn
Kemenlu
Kemhan
KemenkumHAM
Kemenkominfao
Kejaksaan Rl
BIN
BSSN
BNPT
TNI/ POLRY
K/L lain
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.05.PLF.02 Merumuskan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”

Menteri
Koordinator

— Tidak

vaf;.lv

Menetapkan
rumusan
rekomendasi
kebijakan

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasi, dan
Aparatur

Merumuskan tujuan,

sasaran, dan ruang

lingkup rekomendasi
kebijakan

Internal;

Deputi BidKoor
Polcdngr|
Deputi BidKoor
Pollugri
Deputi BidKooe
Hukum HAM
Deputi BidKoor
Hanney
Deputi BidKoor
Kamtibmns

Koordinasi internal
terkait penentuan
fokus dan
alternatif solusi

Penyusunan laporan
hasil koordinast
internal

e

Penelanhan fokus
dan alternatif
solusi dalam

rangka perumusan

Stul Ahl

Eksternal:
Kemendagri
Kemenlu
Kemhun
Kemenkumham
Kemenkominfo
Kegaksaan Rl
8IN
HSSN
BNPT
TNI/POLRI

K/L lain

Lo

rekomendasi

kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.05.PLF.03 Menetapkan Rekomendasi Kebljakan "Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”

Menteri Koordinator

>

Menetaplkan
rekomendasd
kehijakan

Deputi BidKoor
Komunikasl,
Informasi, dan
Aparatur

Internal:

Degruts Bid Kooy
Potdagri

Deput BidKoor Pollugri

Deputi BidKoor Hukoum
HAM

Depaati RidKoor H

Degputi BidKoor

Menyosialisasikan
rumusan
rekomendani
kebijakan

Kamtibirman

[Eknternnl

Staf Ahll

Kemendagri
Kemenlu
Kemhan

Kemenkumham
Kemenkominfo
Kegaksuan RI
BIN
HSSN
BNPT

TNI/POLRI

K/L lain

Menerbitkan produk
rekomendasd
kebijakan

Melaksanakan uji
publik rumusan
rekomendasi
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-05.05.PLF.04 Melaksanakan Pemantauan Rekomendasi Kebijakan "Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”

Menteri Koordinatar

léé:l

Deputi BidKoor
Komunikasi,
Informasl, dan
Aparatur

Mentransformasikan
produk rekomendasi
kebijakan dalam
program dan keglatan

Meonyusun
indikator dan
ukuran capajlan
kinerja

Internal

Depuanl BidKoor
Poldagri

Deputi BidKoor
Pollugrn

Deputi BidKoor

Hukum HAM

Depun BidKoor

Hunnog

Degnati BidKoor
Kamtibmas

Staf Ahll

|Eksternal:

Kemendagri
Remenlu
Kemhan

Kemenkumbaom
Kemenkominfo
Kejuksnan RI
BIN
BSSN
BNPT
TNI/POLRI

K/L lnin

Merumuskan
asumsi kendala
dan alternatif
solusi darl
pelaksanaan
kebijakan

Melakukan
koordinas! &
sinkronisas|

dengan
stakeholder dalam
pemberlakuan
kebijakan

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-05.05.PLF.05 Mengevaluasi Rekomendasi Kebijnkan "Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber”

Menectapkan

rekomendasi
Menteri Koordinator —  Tidak ¥Ya —3 porbaikan kinerja
program kebijakan

www.peraturan.go.id

Deputi BidKoor
Komunikasi, zn.—n_nﬂrlnu
Informasl, dan analisis kinerja

Aparatur program

|1nternat:

Deputi BidKoor
Poldagrt

Deputi BidKoor Pollugri

Deputh RidKoor Hukuam
HAM

Deputi BiiKoor Hanneg Mengidentifikasi Menyusun

K kendala dalam instrumen
011:-:5: ot pelaksanaan vndu:—a-d:
e program kebijakan kinerja & program

Staf Ahli sy

FEkaternal,

Kemendaget
Kemeniu

Kemban
Kemenkumham
Kemenkominfo
Kejakaaan R1
BIN
BSSN
BNPT
TNI/POLRI
K/L lain
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PETA SUBPROSES
POLHUKAM-06 "Pengelolaan Program, Anggaran, dan Keuangan”

_.I.. Usudan Rencana Kerja & Anggaran | @
Proses Bisnis _ m D pun Manajemen Progrum J
POLHUKAM 01-11
POLHUKAM-06.01 POLHUKAM-06.02 | Dukungan 7v Proses Bisnis
Proses Bisnis R Pengelolaan Program Pengelolaan Anggaran i | POLHUKAM 01-11
Pendukung [ e —> ¥ ¥ < _reogwepen|
POLHUKAM 08-11 : .
D Mannjemen Keuangan 1
POLHUKAM-10
Pengelolaan Produk I
Hukum, Advokasi Hukum, | e Hulin e 0 7™
dan Kerjasama POLHUKAM-06.03 L LHUKAM
Pengelolaan | Data, Informasi, & Pengawasan dan
_ : 1 Keuangan [ | Peisporua Akuntabilitas
—.I.,_ Tingwuan Managemen I ?na a
POLHUKAM-07
Pengawasan dan POLHUKAM-08
>_E.._ScESu Pengelolaan TIK,
Kinerja ., _ Publikasi dan
_|, datn & informasi | Komunikasi Publik

www.peraturan.go.id
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TABEL PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP PROSES MANAJERIAL

No. Peta Proses Kode Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode
6. |Pengelolaan Program, POLHUKAM-06 Pengelolaan program POLHUKAM-06.01 [Pengelolaan Perencanaan POLHUKAM-
Anggaran, dan Keuangan Strategis 06,01.PLF.O1
Pengelolaan Program Kerja POLHUKAM
06,01.PLF.02
Pengelolagn anggaran POLHUKAM-06.02 [Pengelolaan Perencanaan POLHUKAM-
Anggaran 06.02.PLF.01
Pengelolazn Keuangan POLHUKAM 06.03 |[Pelaksanaan Anggaran POLHUKAM-
06,03.PLF.01
Pelaporan Keuangan POLHUKAM-

06.03.PLF.02

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-06.01.PLF.01 Pengelol Per 8

POLHUKAM-10.01 PLF.01

i

www.peraturan.go.id
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Petiyusunan Poraturan
= Menteri tentang Renstra
v
w Asspening Tk
2 Meagevebuss hasi
peiak Menyuaun draft Menyampaikan

m 3 periode sebelumnya dan owal renetra || renstm ke
& ﬁ ! dari atakehold Bappenas

m =

m 3 Menyampaiian

cHpRinn renwinn =N Pembahussn [

.m.. M-n.:_.nntx.n
= 2 sebelumnye
£
2y
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-06.01. PLF 02 Pengelolaan Program Kerja
A
L
]
> Yo =2
!
1
Q ¥
-
Tudak
D
! r
kil Mengevaluasi hasil
& pelaksanaan renja periode Menyusuz drafl J
B acbetumnya dan masukan awal renja il
= dari stukeholder
m Pemnbuhusan

Penelashan

Penetapan
REP

Unit Kerja intern | Biro Perencansan

[eselon 1)

Menvampaikan
capuinn rensin
dari perivde
sebehimnya

Penyesuaisn
dan

penctapan
Renja
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Rancsngen batan
- nota keuangan dan
RAPEN

§

{eselon B dan Onganisasi v

Unit Xenja intern| Biro Perencanaan | 2

i
g
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-06.03.PLF.01 Pelaksanaan Anggaran

Bendahara

Menerima dana untuk
pelaksanaan kegintan

Bank

Menerima SP2D dan
melakukan pembayaran

KPPN

Ya

T

[

Memeriksa dan
menerbitkan SP2D

3

= Tanda
2 Tangan
m SPM
<

& Mengusulkan Tilak
-~ surat perintah —

.w.n.. pembayvaran

z

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-00.03. PLF.O1 Penw Lag K &
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2
£ Memeriksa dan lnporan Keunngun
£ mengesahikan ke Kemenkeu dan
m Mereviu laporan Ko:n:.:.“-“g Tidsic
hﬁ Keuangan unit eselon L dan Ya
1 dan rian
ey pailan menyampaikan hasil
m haail reviu reviu
+
¥
Menerima laporan
m Keuungan unit eselon Menorima hasil
E 1 dan reviu alﬂ— s Memerikns
mendisposisikan ke mendisposis
.w Biro Umum Biro Umum g Tadak
m Menghkonsolsdasiican, Memperbaiki
H mengevaluasd, Lap
3 momverifikosi, dan leeusrngnn sestusi
2 menyusun laporan reviu
g Mengkonsolidasikat, keuangan kementerian
menyusun, dan »
> loporan RSI_..‘!
= Melakukan rekon Menginput dokumen
= m €1 internal SAIBA dan Lape
£5 SIMAK BMN keunngan
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PETA SUBPROSES

POLHUKAM-07 "Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja"

Moncey

Pendukung l Dulungen Lo

POLHUKAM 08-11

POLHUKAM-10
Pengelolaan Produk

Hukum, Advokasi J Dasar Hukwm >

Hukum, dan
Kerjasama

POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,

Anggaran, dan
Keuangan

I Data, lnfmasl & Pelapoens =3

—

Proses Bisnis
POLHUKAM 01-11

POLHUKAM-07.01
Pelaksanaan
Pengawasan POLHUKAM-06
1 , Pengelolaan Program,
|||J_, . Anggaran, dan
Keuangan
POLHUKAM-07.02
Pengelolaan
Akuntabilitas Kinerja
POLHUKAM-08
Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
_.|l, data & infornses T|l—|'

Komunikasi Publik
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TABEL PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP PROSES MANAJERIAL

No. Peta Proses Kode Peta Subproses Kode s Maoa Kode
Fungsi
7. | Pengawasan dan POLHUKAM-07 Pelaksanaan Pengawasan | POLHUKAM-07.01 | Audit Operasional, | POLHUKAM-
Akuntabilitas Kinerja Kinerja, dan 07.01.PLF.01
Tujuan Tertentu
Reviu Keuangan POLHUKAM-
dan Kinerja 07.01.PLF.02
Evaluasi atas POLHUKAM-
Implementasi 07.01,FLF.03
SAKIP & RB
Monitoring Hasil POLHUKAM-
Pengawasan 07.01.FLF.04
Pengawasan POLHUKAM-
Lainnya 07.01.PLF.05
Pengelolaan Akuntabilitas | POLHUKAM-07.02 | Evaluasi Kinerja POLHUKAM-
Kinerja Kementerian 07.02.PLF.01
Evaluasi Anggaran | POLHUKAM-
Kementerian 07.02.PLF.02

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-07.01.PLF.01 Audit Operasional, Kinerja, dan Tujuan Tertentu

£%

iF

SE
- Persiapan
o
g vwmawcm_ﬁw..d = Pelaksanaan,
= _anm: gawas u.w Penclaahan dan
o vnnv.:mrs _..._.omnwa
= Kerja Audit

Unit Kerja
|Auditi)

Pelaksanaan
Audit

Menko

Scsmenko

BPK

Penyusunan
dan
Penyerahan
Laporan Hasil
Audit

Penyvelesaian

Tindak Lanjut

Laporan Hasil
Audit

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-07.01.PLF.01 Reviu Keuangan dan Kinerja

= Persiapan
& Penyustnan
3 Pelaksanaan
wm.. v%now_.na Ketja dan B _—
wasan nyusunan nyele-
g o Pt dan saian Tindak
Penyerahan Lanjut
Catatan Hasil Catatan
5 Reviu Hasil Reviu
w. Permintaan
= Pelaksanaan P.r,_xu.,_.:an:
Z Reviu Reviu
- |
2t
S
=
=
)
x
g
]
28
S
G |

Penyusunan
dan
Penyerahan
Catatan Hasil
Reviu
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-07.01.PLF.03 Evaluasi atas Implementasi SAKIP & RB

www.peraturan.go.id
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N7l
£ 3
=g
=
8 Persiapan
mv
m P.M:w“.ﬂcﬁﬂw.m Pelaksanaan Pelaksanaan
$ -un.m 59:0.. > > dan > Evaluasi
Y neA - Penelaahan
m Evaluasi
o
g Penyusunan
u.m dan
5 > Penyerahan
= Laporan Hasil
Evaluasi
o
=z
4
o
E
w
%
- E
=
g
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-07.01.PLF.04 Monitoring Hasil Pengawasan

m Penyusunan Persiapan Pelaksanaan

) Program Kerja dan Penclashan

3 Pengawasan Kegiatan Monitoring

o Hasil Pengawasan

=
g .M. Pelaksanaan
.Maxn.. Monitoring
£E3 dan
8 Pengawasan
= m Lainnva
S 2
ol
Ec
E&

K-

g

3

2

[

<

E

&

&

3

=

&

2

<

Penyusunan
dan
Penyerahan
Laporan Hasil
Monitoring dan
Pengawasan
Lalnnya
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-07.01.PLF.05 Pengawasan Lainnya

Tim Moeaitoring dan
Pengawssan Lainnya

Pelaksanaan

- Penyusunan Persiapan

m Program Kerja Pelaksanaan dan Monitering
[ Pen > Penclaahan dan

E MEAWASAN

S Keglatan Pengawasan
& Pengawasan Lainnya
@

vm. Permintaan

= Pelaksanaan

W Penpgawasan Lainnya

2

g

=

g

-]

v

=]

o«

@

K/L terkait

Penyusunan
dan
Penyerahan
Laporan Hasil
Mohitoring
dan
Pengawasan
Lainnyn
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-07.02,PLF.01 Evaluasi Kinerja Kementerian

Menyusun laporan

.m si Wmnsnbvwnbn. E— kinerfa Kemenko
£ istem Monitoring Polhukam
= dan Evaluasi

2 Ry |_ Melakukan Mengidentifikasi

e Zg.:o: dan Menetapkan monitoring dan per lahan dan

= ng N Perjanjian evaluasi kinerja menyusun rekomendias

Kinerja dan
Rencana
Strategis
. Melakukan Menyusun
E m, tindak lnnjut laporan
S %
&
e

a

o Menerima Menerima

g laporan laporan

£ evaluasi kinerja
M. kinerja Kemenko

Polhukam

3

2

&

£

2
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-07.02.PLF.02 Evaluasi Anggaran Kementerian

Menetapkan

Menyusun laporan

a
- | —>{ Sistem Monitoring realisasi anggaran
= dan Evaluasi
g
-
g
._m - Menyusun Menyusun
= W Sistem — rencana kerja Melakukan Mengidentifikasi dan
m Monitoring dan dan monitoring dan menyusun rekomendasi
£ anggaran evaluasi kinerja tindak lanjut
= |
v
* Melakukan Menyusun
Wm tindak lanjut laporan
=
-4
k5
4z
aP Mencxiawn Menerima
laporan A
W avaluasi laporan realisasi
. ggaran anggaran
z - Kemenko
Polhukam
z
=
§
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PETA SUBPROSES
POLHUKAM-08 "Pengelolaan TIK, Publikasi dan Komunikasi Publik”

_.|. Proses Penytmpanan Data

Proses Bisnis
POLHUKAM 01-11

POLHUKAM-11
Pengelolaan

.
|

m m s Aplikani Kearsipan & Barang/Juna _I|V Administrasi
POLHUKAM-06 g Pengelolaan TIK
Pengelolaan Program, n-niﬂsaﬂ.r £ | - POLHUKAM-10
Anggaran, dan m T | =3 Pengelolaan Produk
Keuangan 3! Hukum, Advokasi
m m in..u,_u\ - L Hukum, dan
m M Digital M Kerjasama
POLHUKAM-10 d . 4_‘ . g
Pengelolaan Produk J “Deser Hulum 1> : m
Hukum, Advokasi ; Aplikasi POLHUKAM-09
Hukum, dan Kerjasama — POLHUKAM-08.02 : L{ Kepegawaian & T Pengelolaan Ortala
Pengelolaan Publikasi g e dan SDM

dan Hubungan L , .
POLHUKAM-07 Wiy Masyarakat L
POLHUKAM-06
Pengawasan dan Pengelolaan Program,

>xﬁ.w“w..w5u Anggaran, dan
T Keuangan
Stakeholder —— Ty vy i lnyurns
n\ Nﬁ per ' peryelossaan i bideng polhukam T [, nln.-ﬂ_.lﬂ L.NA»EI:! — gﬁg—ﬁﬁﬂw\
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TABEL PEMETAAN PROSES BISNIS LINGKUP PROSES PENDUKUNG

Peta Proses Kode Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode
Pengelolaan TIK, Publikasi dan POLHUKAM-08  [Pengelolaan TIK POLHUKAM-08.01 [Pengelolaan data POLHUKAM-
Komunikasi Publik 08.01.PLF 01

Pengelolaan sistem informasi| POLHUKAM-

08.01.PLF.02

Pengelolaan Infrastruktur  [POLHUKAM-

TIK 08.01.PLF.03

Pengelolaan Publikasi dan POLHUKAM-08.02 |Pelaksanaan Pelayanan POLHUKAM.
Hubungan Masyarakat Publik 08.02.PLF.01
Pelayanan Jumpa Pers POLHUKAM.

08.02.PLF.02

Pelaksanaan Liputan Media [POLHUKAM.

08.02.PLF.03

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-08.01.PLF.01 Pengelolaan Data

lapocan

Sesmenko

www.peraturan.go.id

Biro HPH

H m Melakukan Menerima 5|  Melakukan
R : W. pengeloiaan Melakikan Iaporun penyesuaian data Membuat laporan
= master data money kerusakan pemanfaatan
=i Melakulan rualitas dati datu dats den motey
o POLHUKAM- > tata kelola data
EE|| worrrm registrasi data Melakukan Tt
- Bty —lv {transaknional |_ pemeliharaan e

Perstizran dan master) kuakitas data
b d Melakukan
Mentesi Melakukan
E hotang peageiolaan Melapockan pemantaatan
Integrasl data ¥ kerusakan data

Pl

tata keloln dato

KemenKominfo
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FETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAN-08.01.PLF.02 Pengelofaan TIK

Vendor

.m Menerima
g Luporars
5
— Peoeddihatasn
: ¥
m Melakukan ks
E m Eﬁ.u_ﬁu_ﬂ dun “_Mw.& R.”n 5| Pengembangan/ Meloloukan | |
g M x n_-.l_-r_ Melakukan R—— maragement Pemebharaan Money
£3 oy o ;
z £ v vy kebutuban Melakuian
Aen Rﬁwgﬁ Rpﬂa__wsie.
an pemelibaraan
3 pemelibsesan pemelibaraon ststem TIK
3 sl K sistem TIX Fengermhsagan Melainuian
- _ upgrude,
28 Implementasi,
2% ujivabn, dun
- tradning
3

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-08.01, PLF.03 Pengelolaan Infrastruktur TIK

n Bed
m m Menyusun road
- map
..n.. w pengembangan
g0 infrastruktur
B E POLHUKAM-
87 11.03.PLF.01
Pengad;
Barang/Jasa
B
b=
£
Q

Unit Kerja intern
terkait

Memanfantkan

pengelolaan

Vendor

Melakukan
pemeliharaan

POLHUKAM-
11.03,PLF.02
Pengelolaan BMN

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGS!
POLHUKAM-08.02.PLF.0] Pelaksanaan Pelayanan Publik

www.peraturan.go.id

£
8
5 Menindaklanjuti
g 3 permohanan layanan dan
%2 menyampaikan hasil nya
E
2
k
< Menerima permohonan
a s la
I 5| memverifikasi permohanan, %n : 35_____ 5 Menyusun laporan
g dan menyampaikan ke unit kepentingan layanan publik
a terkait
.
.m g || Menyampaikan Menerima
£ permbhnia e produk layanan
£ layanan publik publik
2
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-08.02.PLF.02 Pelayanan Jumpa Pers

Menko
5
E
:

E

Menugaskan Biro HPH
tuk melaksanakan
b vruechi) Melaksanakan jumpa
. Yu s
dan isu penting lainnya

www.peraturan.go.id

M berita
m Meminta materi pendulung M&”ﬁ“ yang /
E yang akan disampaikan disempaikan media
" | Membahas materi
] A i Menyiapkan jumpa
_ rs
: jumpa pers pe
E. Menyiapkan
m. g bahan
& pendukung
£
=
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-08.02. PLF.03 Pelaksanaan Liputon Media

m liputan media terknit -

www.peraturan.go.id

161

m 23-.:&::%.5 media - P e Memantau berita/
m 9 menywapkan - peliputan afawﬁlaﬂii&-
Mengoordinastkan administrasl
sadwal kegiatan Menko
dan/atay Pimp
Utama

Biro Umum
{Prowkol)

peliputan

E

Media Mansa
Naslonal /
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Dukungan |
Anggaran & g

PETA SUBPROSES

POLHUKAM-09 "Pengelolaan Ortala dan SDM"

v

S e

POLHUKAM-06 POLHUKAM-06
Ussilun Ref
?:ﬂﬂwﬂ:&wﬂg. POLHUKAM-09.01 POLHUKAM-09.02 4 & Anggarun, > ?smmmm_wmh:vaaﬂua.
Keuangan Penge _..u_mb..d Pengelolaan Tata ’ Keuangan
Organisasi Laksana
[ onnlis & evahin st |
v
POLHUKAM-07
POLHUKAM-10 POLHUKAM-09.03 POLHUKAM-09.04 | | ﬂmﬂ, —>  Pengawasan dan
Pengeioln Froduk | /e Pengadaan SDM Pengembangan L /| Akuntabilitas Kinerja
Hukum, Advokasi | Regubsi Hukum ey Kompetensi Pegawai
Hukum, dan
Kerjasama _J dikiat L
Duikungan Proses Bisnis
POLHUKAM-07 POLHUKAM-09.05 POLHUKAM-09.06 ]A S on e i _lv POLHUKAM 01-11
Pengawasan dan L Manev rw Penilaian Kinerja Pengelolaan Mutasi |
Akuntabilitas Kinerja Pegawai SDM
POLHUKAM-08
_ [ data, ma A& maten publ Pengelolaan TIK,
L Publikasi dan
Komunikasi Publik

www.peraturan.go.id
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1 l Y ] - -

9. |Pengelolaan Ortala dan SDM POLHUKAM.09 Pengelolaan Organisasi POLHUKAM-09.01 |Evaluasi dan Penataan POLHUKAM-
Organisasi 09.01.PLF.O!
Penyusunan Analisis POLHUKAM-
Jabatan dan Analisis Beban |09.01.PLF.02

Kerja
Pelaksanaan Evaluasi POLHUKAM-
\Jabatan 09.01.PLF.03
Pengelolaan Tata Laksana POLHUKAM-09.02 |Pemetaan Proses Bianis POLHUKAM-
09.02.PLF.01
Penyusunan SOP POLHUKAM-
09.02.PLF.02
Pengadaan SDM POLHUKAM-09.03 |Penyusunan rencana POLHUKAM-
|kebutuhan pegawai 09.03.PLF.0)
Pengadann Pegawai POLHUKAM-
Pengembangan Kompetensi POLHUKAM-09.04 |Pemetaan Kompetensi POLHUKAM-
Pegawai 09.04.PLF.O1
Peningkatan Kompetensi POLHUKAM.-
Pegawai 09.04 PLF.02
Penilaian Kinerja Pegawai POLHUKAM-09.05 |Pengelolaan data kinerja POLHUKAM-
pegawai 09.05.PLF.01
Penghargaan pegawai POLHUKAM-
09.05.PLF.02
Penjatuhan disiplin POLHUKAM-

09.05.PLF.03

www.peraturan.go.id
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No. Peta Proses Peta Subproses Kode Peta Lintas Fungsi Kode
Pengelolaan Mutasi SDM POLHUKAM-09.06 |Pengangkatan jabatan POLHUKAM-
pimpinan tmggi 09.06.PLF.01

Mutast jabatan pimpinan POLHUKAM-

tinggl dan administrasi

09.06.PLF.02

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGST

POLHUKAM-09.01.PLF .01 Eval

POLHUKAM-10.01.PLF.01

2
Peayusunan Pesaturan
m _ ” V Penetagan. 3| oo tert tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja
Tulak
1

]

T Ya v

.

[
- '
.m Tidak

— Tiduk
w Inventarisuai

m evaluasi .
i W 5 PR arganisasi
E
o=
23 e

|

2 .w Organisusi pada =
= masing-masing
5 wunit kerji

g ~

m Melakukan Menetapkan

2 penelaahan persenyuan atas

Aenulan evalaant usulin evaluasi
M organisoasi tsani
»

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSL

POLHUKAM-09.01.PLF.02 Penty Analisis Jab dan Analisis Beban Kerja
3 POLHUKAM-10.01 PLF .01
Penyusunan Peraturan
M Renetapin Menteri tentang Analisis
Jabatan
S
§ s
& Yn
3
m 1 POLHUKAM. Rirve
-4 09.01.PLF.0)
- Evaluasidan | | Menyusun Anjab ||
m g Penataan Organisas: dan ABK
£9
g
[ 2
Melaloskan identifikass
% .u_ pada g.g
m 3 unit kerja
— -
g
M Medakukar !ﬂiﬁg plan
o validasi persetujuan alas
m hasil validasi
Z

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09.01 . PLF 03 Pelak
Mengusull POLHUKAM. 10,01 PLF.01
32 Penyusunan Peraturan
g Menteri tentang Kelas
& Jubatan
£ Menyampaikan
g laporan hasil
m validosi evaluasi
i Jabatan
E
£
3
i i POLHUKAM-
- 09.01.PLF 02 Analisis
m Jabatan dan ABK >|  Melakukan evaluani
s jabatan:
&0 Penyusunan
= Informasi faktor A o
a Jabtiatan; =]
Penentuan kelas
%2 jabatan. Pembuhbasan
W m informant
m P faktor jabatan
2 Metakaukan Menerbitkan surat
N penelahaan  f—> persetujuan tentang kelas
= usulan jabatan
b




PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09.02 PLF.01 Pemetaan Proses Bisnis

POLHUKAM-10.01.PLF.01
Penyusunan Peraturan Menteri tentang

-168

www.peraturan.go.id

.m peta proses bisnis
=
Tidak —

m Ya

§ Persetupuan

:

% ,

v
Menyusun
m e Menyempurnakan Evaluasi
5P s 3 —>| konsep peta proses peta proses gﬂ:iwp:_. ;
m Pei proscs Membahas bisnis bisnis ey
bisnig
konsep peta
podeen tisnia Membahas dan

S memverifikasi

B Konsep peta
= m proses bisnis
H §
=

KeMenPAN RB
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PETA LINTAS FUNGS!
POLHUKAM.09.02.PLF.02 Penyusunan SOP

) POLHUKAM-10.01.PLF.02
.m Penyusunan Keputusan
= Menteri tentang SOP

www.peraturan.go.id

i oy
&

POLHUKAM- ;
P 09.02.PLF.01 M a
s Pengelolaan Tata Menginformasikan & verionl | | Meirimatrisaian | | Pemaotea
g Laksana “Pemetaan mengoordinasikan 3 SOP sop SOP

Proscs Bisnis' proses fasilitasi Perslapan Pembah

peoyusunan S0P | | poginag {dentifikasi fasilitasi
v«:ﬁ.%:un SOP penyusunan

SOP
| I Pengesahan

Unit Kergja Kemenko
&
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PETA LINTAS FUNGS!
POLHUKAM-09.03. PLF .01 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pegawal
g
£
Yo =2 keputtusan Krmasi
Kemenko Polliukam
; -
% e va
I
v
v
vt keputusan formas|
Yo pegawai di Kemenko
Tadak
_ L1
Ya
YT
Tidak x
Tl
m Menganalisin Menyusun
sulan formasi, 2 |+ 7] kebutuhun
formasi
M Pengaituen Pegawai
3 POLHUKAM Mengusulkan
m m 09.01.PLF rencana formasi  [e————
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PETA LINTAS FURGSI

POLHUKAM 09.03.PLF.02 Pengadaan Pegowai

m Menetapkan
2 NIP
£ Men, umkan Meogumumban tempat dan
m £ .33%.“” n wakiu waktu pelalsanaan ijian .
pelaksanaan ujian seleksi kompetensi bidang Tidak
m SKD |SKB)
Mengumumkan
m pencrlmaan ﬁ|‘
pegawal Z..a»h.ﬁ:_m_nn:h“n: L. Mcsigo .
.m . hasil SKB3
a
m y 3 ¥ y
m Pemberkasan Penyussinan
Melaksanakan usul peretapan Keputusan Leckait
m Menerima ujian SKD Nip Seleksi CASN
L) dan Melaksanakan Menerimn dan
memproses ujian SKD memverifikas T
. pendaftaran berkas pelamar
g
26
&

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09,04 PLF.01 Pemetann Kampetensi

Unit Kerja Intern terkait Biro Umum

=

Menyapkan
data
pendukung

Melaksanakan

Assessiment

m Menerimg laporan dan
m mengarahkan tindak lanjut
b petn kompetensd pegawai
A
g
2
: POLHUKAM-
E 09.01.PLF 02 Analisis
m Jabatan dan ABK
-
1
5é
o
&
o
2 Menyusun Menerimu arahan din POLHUKAM.
Menyispkan profi Mugeasinls menyiapkan peta 09.04.PLF.02
instrumen kompetensi -sa_‘v " kompetensl pegawal Peningkatan
assesment .l_ pegawai pore {takent pool} Kempetens| Pegawil

i

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM.09.04.PLF 02 Peningkatan Kompetensi Pegawal

5
;

3 1
: S—
ﬁ pelatihan
Tidak
—[ Pelaksanann
tugas beiajar
3
m Mengusulion Me dons
peiatihan nyusun
Mengolah dan menetuplan
nmv menganalisis atau mx-:q-
M kebutuban o
tugas belajar
i
X Mengusutian
h w peningiatan kompetetis|
pegawal melalus diklat
m dan tugas belajar

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09,05 PLF.O1 Pengelolasn Data Kinerja Pegawal

E:

H Mengsralkan

m dan mendispusisi

H
<

g -

a3

g m POLHUKAM-

3 09.01.PLF.02

EE || Analisis Jahatan
-4
£
x

3

m Menyusun buhan Mengolah, Menerima dan

m pengelolaan kinerja menyajikan, dan indaklanjuti

c pegawai (SKP) melaporkan hasil SKP anaban

3

_I.v e POLHUKAM.
Mensosialisasikan

£ .08, PLF 02
€ . Mengizi dun Penghargaan Pegawal
P ‘m menvampaikan hasil

& oA
T 3=J_§m_%_§&n POLHUKAM-
- 09.05.PLF.03
£ Penjutubhan Disiplin

www.peraturan.go.id
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09.05.PLF .02 Penghargnan Pegawni
z
& Keppres tentang gelar,
& tanda jasa, dan tanda
2 keboemartan di lingloungan
w Kementerian
|
Ya
o
-
v
=
Ya Tidak
| |
.W
&
|
m Mengklarifilusi/ verifiknsi . Keppres
m dan menyusun daftar usal 1 _ ?h-h!a—«:hﬂnn poom
[ pemberian dan p P dan tenda josa
g penghanguan pegiwal G

Unit Kerjn intern

terkait

Menerima tanda
tanda jasa

www.peraturan.go.id



PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM .09.05.PLF 03 Penjatuhan Huk: Disipti
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;
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POLHUKAM-09.06.PLF.02 Mutas: Jabatan Pimpinun Tinggi dan Administrusi
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a
T
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i
2

2021, No.1489

www.peraturan.go.id




2021, No.1489

179

PETA LINTAS FURGSI

POLHUKAM-09.00.PLF 03 Mutssi Jabatan Fungssonal

m

Unit Kera intern
terkait
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PETA LINTAS FUNGSL
POLAHUKAM.09.06.PLF.04 Pengangy 1 Jabatan Administrasi

c
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FETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-09.06, PLF 05 Pemberbentian / Pensiun
g Menetapkan SK JF
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PETA SUBPROSES
POLHUKAM-10 "Pengelolaan Produk Hukum, Advokasi Hukum, dan Kerjasama"

I o !.u:r-_—

_ bt ) ¥
POLHUKAM-06
Pengelolaan Program, vwo—.ﬂs_ucbn ........ N POLHUKAM-06
Anggaran, dan ngelolaan Layanan || Usulen Renia Pengelolaan Program,
Keuangan ?E%M__.._Exrm: _ i Anggaran, dan
Foailitasd regulasi PUU > e i
j | Dasar Hukum, | g
p Bisni i Telash Hukizm ‘ i
POLHUKAM 01-11 ! 3 Dukungan Proses Bisnis
=, POLHUKAM-10.02 | 1. [ Pl Ly > POLHUKAM 01-11
{  Fasilitasi bantuan/advokasi hukum Pengelolaan Layanan m.m
; Advokasi Hukum 8
Fasilitasi laynnan kergsams .m
POLHUKAM-07 , | wemeia —3|  POLHUKAM-07
—vﬂ-‘-wwibwg dan IL Money I POLHUKAM-10.03 - po .v Al ?Bnmﬂ&h“ﬁ%g
Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Layanan
Kerjasama
POLHUKAM-08

Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
Komunikasi Publik

—|||.. : Galn. informiasd. & matens publikasi ,w||V
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10. |Pengelolann Produk Hukum, POLHUKAM-10  |Pengelolaan Layanan POLHUKAM-10.01 |Pembentukan peraturan POLHUKAM-
Advokasi Hukum, dan Kerjasama Pembentukan Produk Hukum perundang-undangan 10,01.PLF.01
Pembentukan non peraturan| POLHUKAM-
perundang-undangan 10.01.PLF.02
Pengelolaan Layanan Advokasi POLHUKAM-10.02 [Pemberian bantuan hukum |POLHUKAM-
non litigasi 10.02.PLF.01
Pemberian bantuan hukum |POLHUKAM-
litigasi 10.02.PLF.02
Pengelolaan Layanan Kerjasama | POLHUKAM-10.03 |Pengelolaan Kerjasama POLHUKAM-
antar Organisasi di Dalam |10.03.PLF.01
Negeri
Pengelolaan Kerjasama POLHUKAM-
antar Organisasi di Luar 10.03.PLF.02

Negeri
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-10.01.PLF.01 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-10.01.PLF.02 Pembentukan Naskah Hukum Non Peraturan

Biro HPH

Unit Kerja

Melakukan
penyusunan
rancangun Nuskah
Hukum Non
Peraturan

Membahas dan
menganalisis
terhadap rancangan
Naskah Hukum Non
Peraturan

Memproses
penandatanganan
rancangan Naskah

Hukum Non Peraturan
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-10.01.PLF.03 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Biro HPH

Unit Kerja

K/L Terkalt

Pendampingan
perkara pidana

Pendampingan
perkara perdata

Pendampingan
sengketa Tata
Usahn Negara

Pendampingan
perkara judicial
review

Pendampingan
penyelesaian
sengketa
informasi publik
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PETA LINTAS FUNGSI

POLHUKAM-10.01.PLF.04 Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum NonLitigasi

Biro HPH

Memproses
pengajuan
permohonan
bantuan
penyelesaian
masalah hukum

Unit Kerja

Menelaah
permohonan
bantuan
penvelesaian
masalah hukum

memberikan
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hukum atau
opini hukum
penyelesaian
masalah hukum

K/L Terkait

Memfasilitasi
proses mediasi
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-10.01.PLF.05 Pengelolaan Kerjasama antar Organisasi di Dalam Negeri
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usulan
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1
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P | perjan penelaahan penyusunan membahas Raprons Penomaran
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os perjanjian kerja
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-10.01.PLF.06 Pengelolaan Kerjasama antar Organisasi di Luar Negeri
£
X
£
a
pengajuan aku melakukan
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_|_ Dulingan mternal |

POLHUKAM-06
Pengelolaan Program,
Anggaran, dan
Keuangan

PETA SUBPROSES

!

POLHUKAM-11 "Pengelolaan Administrasi Umum"

POLHUKAM-11.01
Penyelenggaraan

_

Proses Bisnis
POLHUKAM 01-11

arsip

POLHUKAM-10
Pengelolaan Produk
Hukum, Advokasi
Hukum, dan Kerjasama

Regulnsi
Hokum
L »

POLHUKAM-07
Pengawasan dan
Akuntabilitas Kinerja

&

Kearsipan

POLHUKAM-11.02
Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa dan BMN

_

POLHUKAM-11.03
Pengelolaan Persidangan

g

| POLHUKAM-06
B brypredoing Pengelolaan Program,
A _.Iv Anggaran, dan
: Keuangan
_ 9&.:.5.5.| "
| Fooilitan/ Proses Bisni
| tarensn POLHUKAM 01-11
T 2
Aset
nitad alsn &
T POLHUKAM-07
Pengawasan dan
Taata, s . .
m _.ﬂﬂn.-h..w — Akuntabilitas Kinerja
! POLHUKAM-08
amaeripubiissi | Pengelolaan TIK,
Publikasi dan
Komunikasi Publik
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No. Pota Proses Kode Peta Subproses Kode Pota Lintas Fungsi Kode
1. |Pengelolaan Administrasi Umum POLHUKAM-11  |Penyelenggaraan Kearsipan POLHUKAM-11.01 [Pengelolaan Arsip dan POLHUKAM-
Persuratan 11.01.PLF.01
Pengelolaan Pengadaan dan POLHUKAM-11.02 |Pengadaan Burang/Jasa POLHUKAM-
BMN 11.02.PLF.01
Pengadaan Barang/Jasa POLHUKAM
melahii LPSE 11.03.PLF.02
Pengelolaan BMN POLHUKAM
11.02.PLF.03
Pengelolaan Persidangan POLHUKAM-11.03 |Pelaksanaan Persidangan  |POLHUKAM-
11.03.PLF.01
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-11.01.PLF.01 Pengelolaan Arsip dan Persuratan
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM - 11.02.PLF.01 Fengadaan Barang/Jasa
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PETA LINTAS FUNGSI
POLHUKAM-11.03.PLF.01 Pelaksanann Persidangan

§

Mengundang pimpinan
K/L dan/atau unit kerin
utama intern

BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

g
.m " Melaksanakan
r—3 rapat Kerja
plmpinan
: £
m :
M tnpka .
BE adminiatrast |_ Menggandakan Ssrniai Wgockn s
dan fasilitas materi P P
Menylapkan
Materi Rapat |
E Kerja
5
§
MENTERI KOORDINATOR

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOH. MAHFUD MD
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